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ABSTRAK 
ANDI BATARI ANINDHITA (B111 11 397). Perlindungan Hukum Bagi 
Pemegang Kartu Kredit Atas Pencantuman Klausula Baru. Di bawah bimbingan 
Ahmadi Miru sebagai Pembimbing I dan Nurfaidah Said sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas 
pencantuman klausula baru pada perjanjian kartu kredit, serta untuk 
mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas 
pencantuman kaiusula baru dalam perjanjian kartu kredit tersebut. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui kuesioner dan wawancara langsung terhadap responden dan 
narasumber. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian 
disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) Akibat hukum atas 
pencantuman •lausula baru yang bersifat baku pada billing statement kartu 
kredit secara yuridis 'ormal tidak mengikat konsumen, karena 
pencantuman klausula baru tersebut sejak awai didasarkan pada 
perjanjian dan ketentuan baku yang ditetapkan oleh Bank renerbit kartu 
kredit yang sudah bertentangan dengan undang-undang, dan asas-asas -
Tium perjanjian. Oleh karena itu, klausula baru tersebut tidak 
menimbulkan kewajiban --kum kepada konsumen untuk membayar sesuai 
besarnya denda dan/atau biaya acministrasi yang telah dibebankan 
kepada konsumen. (2) Perlindungan hukum e'hadap konsumen pengguna 
kartu kredit atas pencantuman klausula baru yang :ersifat baku pada 
billing statement secara yuridis formal sangat kuat, namun fco isumen tidak 
mengetahui dan memahami ketentuan hukum tersebut dan bersikap =:atis 
terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh. Pada sisi lain, 
pihak Bank juga tidak memberikan penjelasan secara detail tentang isi 
dari perjanjian dan 'fentuan dalam aplikasi kartu kredit tersebut, karena 
lebih fokus memberikan promosi MB J keunggulan dari kartu kredit yang 
dipasarkannya 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dinamika perkembangan masyarakat  global yang semakin 
modern seiring dengan perkembangan perekonomiannya, telah ikut 
memengaruhi pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Kartu  kredit (credit 
card)  sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern, 
menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang semakin diminati  
oleh  masyarakat atau konsumen dewasa ini, karena memiliki  prestige 
tersendiri, bahkan menjadi  sebuah  trend  gaya  hidup (life style) di kota- 
kota besar. Hal ini juga didukung oleh banyaknya pusat perbelanjaan yang 
melayani pembayaran tanpa uang tunai. 
Meskipun penggunaan kartu kredit  di Indonesia belum sepopuler 
di negara-negara Eropa atau Amerika, namun trend perkembangan 
penggunaan kartu kredit di Indonesia meningkat setiap tahunnya. 
Berdasarkan data statistik yang dirilis Bank Indonesia1, bahwa pengguna 
kartu kredit pada tahun 2007 tercatat sebanyak 9,17 juta pengguna. 
Jumlah ini meningkat pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 11,5 dan 12,2 
juta pengguna. Pada tahun 2010, pengguna kartu kredit mencapai 13,57 
juta dan tahun  2013 angka pengguna meningkat menjadi 14,7 juta 
dengan nilai transaksi di atas 200 triliun. Dengan jumlah pengguna yang 
                                                             
1
www.carikredit.com. Diakses pada tanggal 27 September 2014. 
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mencapai 14,7 juta tersebut, diperkirakan rata-rata kartu yang dipegang 
oleh masing-masing pengguna adalah 3 (tiga) kartu kredit.  
Peningkatan penggunaan kartu kredit tersebut tentunya dipicu 
oleh banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh pemegang kartu 
kredit, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi dan keamanan 
bagi konsumen karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah 
yang banyak. Selain itu, juga dipengaruhi oleh gencarnya penawaran dari 
pihak penerbit kartu kredit dengan berbagai kelebihan dan 
kemudahannya.  
Peningkatan penggunaan kartu kredit yang demikian pesat 
tersebut tentunya harus memerhatikan aspek perlindungan kepada 
Pengguna Kartu Kredit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bank 
Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 
14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 
11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran 
Dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut Peraturan Bank 
Indonesia tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu).  
Konsiderans “menimbang” dari peraturan tersebut menekankan 
pada aspek kehati-hatian dan aspek perlindungan konsumen dalam 
praktek penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan 
menggunakan kartu (APMK). Peraturan Bank Indonesia tersebut 
memberikan rambu-rambu atau pembatasan dalam penyelenggaraan 
kartu kredit, baik bagi Penerbit Kartu Kredit maupun Pengguna Kartu 
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Kredit. Penerbit Kartu Kredit seperti kewajiban menerapkan manajemen 
risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, serta aspek perlindungan 
hukum bagi konsumen/pengguna kartu kredit. Sementara itu, pada Pasal 
16 ayat (1) membebankan kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit untuk 
memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu Kredit, 
antara lain tentang “pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar 
penghitungan bunga, biaya (fee) dan denda Kartu Kredit”. Selanjutnya 
Pasal 16B ayat (1) menekankan kewajiban bagi Penerbit untuk 
mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada 
pemegang kartu.  
Adapun jaminan atau perlindungan terhadap Pengguna Kartu 
Kredit atau konsumen atas larangan bagi Penerbit Kartu Kredit atau 
pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baru atau tambahan 
dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak dalam masa 
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Larangan tersebut secara 
tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf “g” Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Pencantuman klausula baru 
secara sepihak tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi 
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. 
Namun kenyataannya dalam praktik penggunaan kartu kredit, 
ditemukan adanya klausula baru berupa pengenaan denda dan/atau biaya 
4 
administrasi lainnya yang dikeluarkan secara sepihak oleh pihak Penerbit 
Kartu Kredit, antara lain manakala Pengguna Kartu Kredit melakukan 
percepatan pembayaran sebelum jatuh tempo. 
 Hal tersebut ditemukan dalam billing statement salah satu 
Penerbit Kartu Kredit  sebagai berikut: 
Nasabah Yth. Pelunasan cicilan yang dipercepat akan dikenakan 
biaya tambahan 200 ribu ditambah biaya lainnya jika ada (+ promo 
yang lainnya).2 
Pencantuman klausula  yang ditetapkan secara sepihak oleh 
pihak Penerbit Kartu Kredit tersebut tanpa penyampaian terlebih dahulu 
kepada Pengguna Kartu Kredit, dapat menimbulkan kerugian materil bagi 
konsumen Pengguna Kartu Kredit. Selain itu, pencantuman klausula  
tersebut telah melanggar asas hukum perjanjian yaitu keharusan adanya 
kesepakatan dari para pihak terhadap hal-hal pokok yang diperjanjikan. 
Demikian halnya dengan ancaman sanksi dalam Pasal 8 ayat (1) huruf “g” 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berakibat batal demi 
hukum manakala terdapat pencantuman klausula baku dalam masa 
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, namun dalam praktik 
konsumen pengguna kartu kredit tetap melakukan pembayaran atas 
tagihan sesuai klausula baku tersebut. 
 
 
                                                             
2
Billing Statement Tagihan Kartu Kredit pada Bank “X” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah akibat  hukum atas pencantuman klausula baru dalam 
billing statement  dalam perjanjian kartu kredit? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum  terhadap pemegang kartu kredit 
atas klausula baru dalam billing statement? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui akibat  hukum atas pencantuman klausula baru 
dalam billing statement atas perjanjian kartu kredit.  
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang kartu 
kredit atas pencantuman klausula baru dalam perjanjian kartu kredit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
konstribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam 
bidang hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. 
2. Secara praktis, dapat memberikan informasi pengetahuan kepada 
konsumen Pengguna Kartu Kredit agar dapat mengetahui  hak-
haknya sebagai konsumen atau nasabah kartu kredit. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Perjanjian Baru dalam Perjanjian Kartu Kredit 
1. Pengertian Perjanjian 
Pertama-tama yang harus dikemukakan bahwa hukum perjanjian 
adalah bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Perjanjian 
adalah sendi yang amat penting dalam hukum perdata, oleh karena 
hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang 
berdasarkan atas janji seseorang.3 
Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua 
orang atau dua  pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak 
menuntut sesuatu hal dari pihak  yang lain dan pihak lain berkewajiban 
untuk memenuhi tuntutan itu.Hubungan hukum yang menerbitkan 
perikatan itu, bersumber pada perjanjian atau sumber  lainnya, yaitu 
undang-undang.4 
Definisi perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) 
mengatur : 
“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 
 
                                                             
3 Wirjono Prodjodikoro. 2000.  Azas-azas Hukum Perjanjian. Mandar Maju. Bandung. hlm. 7 
4 R. Subekti. 1978.  Hukum Perjanjian. Intermasa. Bandung. Hlm. 1 
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Menurut Ahmadi Miru, terkait penjelasan atas Pasal 1313 KUH 
Perdata, seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang 
saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Artinya kalau hanya 
disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri  kepada pihak lain, maka 
tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak.5 
Adapun Menurut R. Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata 
tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena 
hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena dengan 
dipergunakannya perkataan “perbuatan”  tercakup juga perbuatan 
sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, perlu 
kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu: 
a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu 
perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. 
b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikat dirinya” dalam 
Pasal 1313 KUH Perdata.  
Dengan demikian, maka perumusannya menjadi: 
“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih.”6 
 
Abdul Khadir Muhammad juga mengemukakan kelemahan pada 
Pasal 1313 KUH Perdata, antara lain;7 
                                                             
5
 Ahmadi Miru dan Sakka Patti. 2008. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 
sampai Pasal 1456 BW. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 63 
6
 R Setiawan. 1979.  Pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta. Bandung . Hlm 49 
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a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal tersebut dapat 
diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya kepada satu orang atau lebih.” Kata “mengikatkan diri” 
sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari 
kesepakatan para pihak yang saling berjanji. Seharusnya 
dirumuskan saling “mengikatkan diri” jadi ada konsensus antara 
pihak-pihak. 
b. Kata “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas 
tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung 
konsensus, seharusnya digunakan kata “persetujuan.” 
c. Pengertian perjanjian sifatnya terlalu luas. Pengertian perjanjian 
pada Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas karena mencangkup 
juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam 
lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah 
hubungan antara kreditor dengan debitor dalam lapangan harta 
kekayaan saja.  
d. Tanpa menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga 
pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 
dalam lapangan harta kekayaan.
8
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
7
 Abdul Kadir Muhammad. 1990. Hukum Perikatan. PT Citra Adita Bakti. Bandung. Hlm 
78 
8
 Ibid, hlm 79. 
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2. Asas-Asas Hukum Perjanjian 
Asas hukum merupakan suatu landasan yang paling luas bagi 
lahirnya peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa 
dikembalikan kepada asas-asas tersebut.9 Adapun uraian mengenai asas-
asas dalam perjanjian sebagai berikut: 
a. Asas Konsensualisme (Concensualism) 
Dimaksud dengan asas konsesualisme dapat dilihat dalam Pasal 
1320 ayat (1) KUH Perdata. Di mana dalam pasal itu ditentukan bahwa 
salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan 
kedua belah pihak10 yang artinya adalah  bahwa lahirnya kontrak ialah 
pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila terjadinya kesepakatan antara 
pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak tersebut belum 
dilaksanakan pada saat itu.11 
b. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract) 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sering dianggap sebagai asal 
mula lahirnya asas kebebasan berkontrak, dimana kebebasan berkontrak 
dianggap dapat memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk 
secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, 
diantaranya
12
: 
i. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian  atau 
tidak; 
                                                             
9
Subekti, R. 1987. Hukum Perjanjian.  PT. Intermasa. Jakarta. hlm.5 
10
Salim.H.S. 2005. Hukum Kontrak.  PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.  hlm. 10 
11
Ahmadi Miru. 2013. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. Cetakan ke-5. Rajawali 
Pers. Jakarta. Hlm 3  
12
Ibid.,Hlm 4 
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ii. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; 
iii. Bebas menentukan isi klausul perjanjian; 
iv. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan 
v. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
c. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda) 
Dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. Makna dari “berlaku sebagai undang-undang” 
ialah ia terikat untuk memenuhi kontrak karena kontrak tersebut 
mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat 
para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.13 
d. Asas Itikad Baik (Good Faith) 
Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam 
hukum perjanjian, lebih rinci mengenai ketentuan tentang itikad baik ini 
diatur dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus 
dilakukan dengan itikad baik14. 
 Secara general, menurut penulis yang dimaksud dengan itikad 
baik ialah keterbukaan dan  kejujuran dari maksud dan tujuan para pihak 
yang ingin melakukan sebuah perjanjian. Kejujuran dan keterbukaan 
sebagai dasar dari itikad baik diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Itikad baik juga menurut 
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Ibid,.Hlm 5 
14
Ibid,. 
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penulis adalah konsistensi para pihak dalam masa membuat perjanjian , 
menjalankan isi perjanjian hingga tercapainya perjanjian tersebut. 
e. Asas Kepribadian (Personality) 
Asas personalitas dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH 
Perdata yang mengatur:  “semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, pada 
kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas 
personalitas. 15  Asas personalitas merupakan asas yang menentukan 
seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian hanya untuk 
kepentingan dirinya saja, kecuali diperjanjikan lain (pengecualian terdapat 
dalam Pasal 1317 KUH Perdata). 
 Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata, 
pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak 
dapat mengatasnamakan orang lain, dalam arti yang yang menanggung 
kewajiban dan yang memeroleh hak dari perjanjian itu hanyalah pihak 
yang melakukan perjanjian. Tetapi ketentuan ini dapat dikesampingkan 
jika ada surat kuasa dari orang yang diatasnamakan.16 
3. Unsur-Unsur Perjanjian 
Dalam suatu perjanjian harus terdapat unsur yang menjadi konsep 
atau hal yang pokok dalam suatu perjanjian, dengan terpenuhinya unsur-
unsur tersebut maka suatu perjanjian dianggap sah secara  hukum. 
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Ahmadi Miru dan Sakka Patti. 2008. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 
sampai Pasal 1456 BW. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 78 
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Ibid.,Hlm 65 
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Menurut Ahmadi Miru, dalam suatu perjanjian dikenal dengan 
adanya tiga unsur, yaitu:17 
a.  Unsur essensialia 
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu 
kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini 
maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh dalam suatu kontrak jual beli 
harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa adanya 
kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak 
tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu 
yang diperjanjikan. 
b. Unsur Naturalia   
Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-
undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, 
undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian unsur naturalia 
merupakan unsur yang dianggap selalu ada dalam suatu kontrak. Sebagai 
contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, 
maka secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUH Perdata penjual 
harus menanggung cacat tersembunyi. 
c. Unsur accidentalia   
Unsur accidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau 
mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, 
dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila 
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Ahmadi Miru. 2013. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. Cetakan ke-5. Rajawali 
Pers. Jakarta. Hlm 31-32 
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pihak debitor lalai membayar utangnya, debitor dapat dikenakan denda 
dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitor lalai membayar 
selama tiga bulan berturut-turut, maka barang yang sudah dibeli  dapat 
ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Unsur accidentalia 
bukan merupakan unsur essensial dalam suatu  kontrak. 
4. Syarat Sahnya Perjanjian 
Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat 
sahnya perjanjian, yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
c. Suatu hal tertentu; dan 
d. Suatu sebab yang halal. 
Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip dari syarat sahnya suatu 
perjanjian, sebagai berikut : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
Dimaksud “kesepakatan” adalah penyesuaian pernyataan 
kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainya.18 Dalam 
Pasal 1321 KUH Perdata juga mengatur bahwa :  
“tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 
kekhilafan. atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”  
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Salim.H.S. 2005. Hukum Kontrak. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.33 
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b. Kecakapan untuk membuat perjanjian 
Dimaksud dengan “cakap untuk membuat perjanjian” berdasarkan 
hukum adalah dewasa dan/atau tidak berada di bawah pengampuan.  
Menurut R. Subekti,  setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh 
dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.  
Syarat cakap menurut hukum harus ditambahkan pula dengan 
ketentuan tidak dilarang oleh undang-undang seperti yang diatur dalam 
Pasal 1329 KUH Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk 
membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 
dinyatakan tidak cakap19 . Demikian seseorang yang dianggap tidak 
cakap membuat perjanjian berdasarkan Pasal 1330 dalam  Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu  : 
1) Orang-orang yang belum dewasa; 
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 
c. Suatu Hal Tertentu  
Dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah objek yang 
perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian 
dapat berupa barang maupun jasa, dan dapat juga berupa berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu. 
Untuk mengetahui yang dimaksud dengan suatu hal tertentu 
adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata: 
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Subekti, R. 1987. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta. hlm. 17 
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“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu 
barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah 
menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah 
itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.” 
d. Suatu sebab yang halal 
“Suatu sebab yang halal” maksudnya dalam perjanjian tentunya 
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan 
ketertiban umum. Perkataan “sebab” 20  merupakan padanan dari 
bahasa Belanda “oorzaak” dan bahasa latin “causa” dalam perjanjian 
penerbitan kartu kredit tentunya tidak boleh bertentangan  dengan 
peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 
Penjabaran lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 1335 dan  
1337 KUH Perdata, sebagai berikut : 
Pasal 1335 KUH Perdata : 
“suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena 
suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” 
 
Pasal 1337 KUH Perdata : 
“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-
undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 
ketertiban.” 
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Ibid hlm 19. 
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Berdasarkan keempat syarat perjanjian tersebut di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kartu kredit harus memiliki 
tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu sebagai alat pengganti dalam lalu 
lintas pembayaran sebagai uang giral dan menciptakan efisiensi dalam 
transaksi barang dan jasa.21 
5. Perjanjian Kredit 
R. Subekti mengatakan bahwa  Perjanjian Kredit diidentikkan 
dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang mempunyai sifat khusus, 
maksudnya perjanjian pinjam-meminjam uang terjadi antara bank dengan  
debitor, di mana debitor akan mengembalikan pinjaman setelah jangka 
waktu yang telah ditentukan.22 
Pengertian perjanjian kredit menurut Gatot Supratmono adalah 
perjanjian meminjam uang antara bank sebagai kreditor dalam hal ini bank 
sebagai pemberi kredit percaya kepada nasabahnya dalam jangka waktu 
yang disepakatinya akan dikembalikan (bayar) lunas.23 
Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-undang No.10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) mengatur 
bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
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 Johannes Ibrahim . 2004.  Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan. PT 
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 R. Subekti. 1992. Aneka Perjanjian.  Citra Aditya Bakti. Bandung.  
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peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga.” 
Unsur-unsur perjanjian kredit:24 
1) Kepercayaan, keyakinan pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan 
terbayar kembali. 
2) Waktu, pemberi kredit dan pembayaran kembali memiliki jangka waktu 
tertentu. 
3) Risiko, bahwa setiap pemberian kredit selalu memiliki risiko, semakin 
lama jangka waktu yang diberikan, semakin tinggi risiko kredit 
tersebut. 
4) Prestasi, prestasi dalam perjanjian kredit adalah pemberian objek kredit 
(dapat berupa uang ataupun barang jasa, namun yang paling sering 
digunakan adalah uang). 
 
B. Kartu Kredit  
1. Pengertian Kartu Kredit 
Black’s Law Dictionary 25 memberikan rumusan tentang “credit 
card” yaitu: “an identification card used to obtain items on credit on a 
revolving basis” (kartu identitas yang digunakan untuk mendapatkan 
barang secara kredit dan secara bergulir). Pengertian lain dari kartu kredit 
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sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim 26  dirumuskan sebagai 
berikut: 
“any card, plate or other like credit devise existing for the purpose of 
obtaining money, property, labor or services on credit. The term 
does not include a note, check, draft, money order or other like 
negotiable instrument.” 
 
 (“apapun kartu, plate, atau sejenis kartu yang digunakan untuk 
upaya memeroleh uang, properti/kebendaan, tenaga kerja atau jasa 
secara kredit. Istilah ini tidak meliputi note,cek,draft, poswesel, atau 
instrumen lainnya yang dapat dicairkan.”) 
 
Dictionary of Economics27 menguraikan pengertian “credit card” 
sebagai berikut: 
“Plastic card or token used to finance the purchase of product by 
gaining point of sale credit. Credit card are issued by commercial 
Banks, hotel chains, and lager retailer.  
 
(”Kartu plastik atau sejenis kartu pembiayaan yang digunakan 
pembelian produk secara kredit. Kartu kredit dikeluarkan oleh Bank 
komersial, jaringan hotel, dan pedagang.”) 
 
A.F Elly Erawaty dan J.S Badudu menjelaskan pengertian kartu 
kredit sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang 
diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa 
secara kredit.28 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu, Kartu Kredit memiiliki arti sebagai alat pembayaran 
dengan menggunakan kartu (APMK) untuk melakukan pembayaran atas 
                                                             
26
 Johannes Ibrahim. Op.cit. hlm 9 
27
 Dalam Johannes Ibrahim. Ibid. Hlm. 9-10 
28
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kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi 
pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana 
kewajiban pembayaran pemegang kartu  dipenuhi terlebih dahulu oleh 
acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk 
melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan 
pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran 
secara angsuran.29 
 
2. Persyaratan Aplikasi Kartu Kredit 
 Setiap orang yang akan menjadi nasabah pemegang kartu kredit, 
akan terlebih dahulu dimintai kesediaan untuk mengisi form persyaratan 
aplikasi kartu kredit yang kebijakan  atas klausulanya berbeda-beda pada 
setiap bank selaku penerbit kartu kredit. Kebijakan tersebut diperbolehkan 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia. Penulis 
mengambil contoh persyaratan aplikasi kartu kredit pada Bank “X” dimana 
tertera persyaratan umum dan persyaratan dokumen.  
Persyaratan umum membahas mengenai data pribadi dari calon 
pemegang kartu kredit, seperti umur pemegang kartu utama, umur 
pemegang kartu tambahan, minimum penghasilan, iuran keanggotaan 
kartu utama serta iuran anggota kartu tambahan. Adapula persyaratan 
dokumen yang berisi tentang persyaratan yang bersifat administratif 
seperti fotokopi identitas calon nasabah yang berupa kartu tanda 
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penduduk, paspor, surat keterangan kerja, slip gaji bulan terkahir, fotokopi 
rekening tabungan, fotokopi kartu kredit yang lain (bila ada),  dan lainnya.  
Persyaratan untuk mendapatkan kartu kredit jenis platinum atau 
gold ditentukan menurut penghasilan atau gaji pertahun, misalnya untuk 
mendapatkan Visa Platinum, pemegang kartu kredit harus berpenghasilan 
setidaknya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)/tahun, sedangkan 
untuk mendapatkan Visa Gold setidaknya harus memiliki pendapatan Rp. 
60.000.000 (enam puluh juta rupiah)30.  
Form pengaplikasian kartu kredit berisi tentang syarat dan 
ketentuan berlaku yang sifatnya mengikat dalam masa nasabah memakai 
jasa kartu kredit tersebut. Nasabah harus tunduk terhadap segala dampak 
yang muncul kemudian terkait syarat dan ketentuan yang telah disetujui, 
apabila terjadi perselisihan antara nasabah selaku pemegang dan bank 
selaku penerbit. 
 
3. Penerbitan Kartu Kredit 
Penerbitan kartu kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir 
untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam sistem pembayaran melalui 
lembaga keuangan secara efisien dan lintas batas yurisdiksi.31 Perjanjian 
penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak 
penerbit kartu kredit untuk menerbitkan kartu kredit. Dalam proses 
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 Pada brosur persyaratan aplikasi kartu kredit Bank “X” 
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 Johannes Ibrahim. 2004 . Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan. 
Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm 44 
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penerbitannya melibatkan pihak penerbit kartu kredit dan pihak pemegang 
kartu. 
 Perjanjian penerbitan kartu kredit ini merupakan perjanjian pokok, 
adapun perjanjian assesoirnya adalah perjanjian penggunaan kartu kredit 
dimana didalamnya terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu penerbit kartu kredit 
(principal), pemegang kartu kredit (card holder), dan penjual (merchant). 
Adapun ketentuan lain yang lebih rinci mengatur terkait teknis 
penerbitan dan penggunaan kartu kredit, diatur lebih lanjut dalam 
peraturan turunan yang diterbitkan oleh setiap penerbit kartu kredit atau 
principal yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. 
4. Kewajiban Penerbit Kartu Kredit 
Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam 
menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara lain dilakukan dengan 
menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu atas APMK 
yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa 
Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka 
yang mudah dibaca oleh Pemegang Kartu Kredit.32 
Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia tentang Alat 
Pembayaran Menggunakan Kartu, mengatur tentang kewajiban dari 
Penerbit Kartu Kredit, yaitu: 
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 Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu  
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(1) Penerbit Kartu Kredit Wajib memberikan informasi secara tertulis 
kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi: 
a. Prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit; 
b. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh pemegang 
kartu kredit dalam penggunaan kartu kredit dan konsekuensi 
atau risiko yang mungkin timbul dari pengguna kartu kredit; 
c. Hak dan kewajiban pemegang kartu; 
d. Tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang 
diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan 
tersebut; 
e. Pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar 
penghitungan bunga, biaya (fee) dan denda Kartu Kredit; 
f. Jenis biaya (fee) dan denda yang dikenakan; 
g. Prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan 
fasilitas Kartu Kredit; dan 
h. Ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit, berdasarkan 
permohonan dan/atau persetujuan Pemegang Kartu Kredit. 
2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan 
informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan 
Surat Edaran Bank Indonesia. 
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Oleh karena Peraturan Bank Indonesia ini mengalami perubahan, 
maka terdapat pasal tambahan dalam kewajiban penerbit kartu kredit 
pada Pasal 16A dan 16B, yaitu: 
Pasal 16 A Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu mengatur bahwa : 
(1) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada 
Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu. 
(2) Penerbit wajib memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran 
apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur. 
(3) Penerbit dilarang mengenakan denda kepada Pemegang Kartu yang 
melakukan pembayaran tagihan utang Kartu Kredit pada kelonggaran 
waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian lembar 
tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelonggaran waktu 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat 
Edaran Bank Indonesia. 
Adapun dalam Pasal 16B Peraturan Bank Indonesia tentang Alat 
Pembayaran  Menggunakan Kartu mengatur bahwa: 
(1) Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang 
disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang mencakup: 
a. besarnya tagihan; 
b. besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang 
Kartu; 
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c. penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada; 
d. plafon kredit dan sisa plafon kredit; 
e. tanggal transaksi; 
f. tanggal pembukuan (posting); 
g. besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta 
informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri; 
h. tanggal cetak tagihan; 
i. tanggal jatuh tempo pembayaran; 
j. kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo 
pembayaran bertepatan dengan hari libur; 
k. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per 
tahun (annualized percentage rate) atas transaksi pembelian barang atau 
jasa, dan penarikan tunai; 
l. nominal bunga yang dikenakan; 
m. besarnya biaya-biaya; dan 
n. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang 
Kartu, jika ada. 
 
C. Perlindungan Konsumen Pengguna Kartu Kredit 
1. Pengertian Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris, dari kata consumer, 
atau consument/konsument dari bahasa Belanda. Secara harfiah arti kata 
consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang.  
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Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah 
konsumen terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
mengatur bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.33 
Adapun definisi konsumen menurut Hornby, Konsumen 
(consumen) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan 
jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu  
atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang 
menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; atau dapat juga 
didefiinisikan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan 
barang atau jasa.34 
 
2. Pengertian Perlindungan Konsumen  
Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 
ayat (1) mengatur bahwa, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen.  Perlindungan konsumen mempunyai arti 
yang luas, yang meliputi perlindungan terhadap konsumen, barang, dan 
jasa. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya 
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 Pasal 1 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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 Pengertian Konsumen (http://Yanhasiolan.wordpress.com/2012/05/19/perlindungan-
konsumen/) diakses pada tanggal 7 oktober 2014   
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kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan 
tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi 
kepentingan perlindungan konsumen.35 
Menurut Adrian Sutedi bahwa konsumen yang dijamin oleh 
undang-undang ini adalah bentuk dari kepastian hukum terhadap segala 
perolehan kebutuhan konsumen yang bermula dari “benih hidup dalam 
rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan 
diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya 
berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memeroleh atau 
menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta 
mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh 
perilaku pelaku usaha. 
 Pemberdayaan  konsumen yang partisipatif adalah upaya 
meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian dalam 
melindungi diri dengan menghindari berbagai akses negatif terhadap 
pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atauu jasa 
kebutuhannya.36 
Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan 
hubungan berbagai dimensi satu sama lain mempunyai keterkaitan dan 
saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah37, 
yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penyusun kebijakan, 
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 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja 
Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 1 
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 Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.  
Ghalia Indonesia. Bogor.  Hlm 9 
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 Husni Syawali. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen.  Mandar Maju. Bandung. Hlm 7 
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pelaksana peraturan perundang-undangan maupun sebagai penegak 
hukum yang mempunyai tujuan yang sama untuk melindungi hak 
konsumen. 
 
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen  
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang 
Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa perlindungan konsumen 
berasaskan: Manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen serta kepastian hukum. 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, 
yaitu:38 
a) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
b) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa 
diwujudkan secara maksimal dan memeberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memeroleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 
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c) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 
arti materil dan spiritual. 
d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan,pemakaian, dan pemanfaatan barang 
atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
e) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memeroleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
adanya kepastian hukum. 
Adapun pada Pasal 3  Undang-undang Perlindungan Konsumen 
mengatur tentang tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu ; 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi; 
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e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan,  dan keselamatan konsumen. 
Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan 
di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, 
maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilian terlihat dalam rumusan 
huruf (c), dan huruf (e). Tujuan hukum sebagai media untuk memberikan 
kemanfaatan terdapat dalam rumusan  huruf (a), (b), (c), (d), dan (f). 
 Sedangkan tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan mendapat 
kepastian hukum, terlihat dalam rumusan huruf (d). Pengelompokan ini 
tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam 
rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f, terdapat tujuan yang dapat 
dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.39 
 
4. Hak  dan Kewajiban Konsumen selaku Pemegang Kartu Kredit 
Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Isitilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan 
hukum, sebab perlindungan konsumen mengatur mengenai hak dan 
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kewajiban pemegang kartu kredit yang diatur dalam Undang-undang 
Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen menegaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala 
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen”.  
 Pemegang Kartu Kredit sebagai Konsumen atau Nasabah dari 
pengguna produk/jasa layanan bank sebagai penerbit kartu kredit 
tentunya membutuhkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-
undang Perlindungan Konsumen tersebut. 
Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang 
diberikan hukum mengenai hak konsumen yang secara umum diakui 
internasional ada 4 (empat) yakni:40 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan ( the right to safety) 
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) 
3. Hak untuk memilih (the right to choose) 
4. Hak untuk didengar (the right to be heard)   
Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4, juga 
mengatur tentang  hak-hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu : 
a) Hak atas kenyamanan, kemananan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan /atau jasa; 
b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
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c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan 
/atau jasa yang digunakan; 
e) Hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Hak konsumen tersebut jika dikaitkan dengan hak pemegang 
kartu kredit ialah hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan 
dalam menikmati barang dan/atau jasa: hak untuk mendapatkan informasi 
yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi , ganti rugi dan/atau 
pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya serta hak untuk 
mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. 
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Hak atas informasi sebagaimana diatur pada Pasal 4 sangatlah 
penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada 
konsumen dapat merupakan suatu cacat produk, yaitu dikenal dengan 
cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.  
 Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang erat dan bersifat 
timbal balik. Dengan timbulnya  hak pada konsumen pasti terlebih dahulu 
lahir kewajiban pada konsumen dan di dalam Pasal 5 telah mengatur 
tentang kewajiban konsumen, yaitu; 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
 
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha selaku Penerbit Kartu Kredit 
Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Meskipun penamaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi substansi dari Undang-
undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak hanya melindungi 
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konsumen penikmat barang dan /atau jasa, melainkan juga mengcover 
atau memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya, mengingat bahwa konsumen dan pelaku usaha 
mempunyai keterkaitan dan hak yang sama untuk dilindungi oleh negara. 
Pada Bagian Kedua Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
mencantumkan tentang hak pelaku usaha sebagai berikut : 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi nilai tukar uang barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Adapula kewajiban Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan 
usaha, yaitu41 : 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan 
penggunaan, perbiakan, dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan /atau 
mencoba barang dan /atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan /atau pengganti apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
yang diperjanjikan. 
 
6 .  Ketentuan Pencantuman Klausula Baku oleh Penerbit Kartu 
Kredit selaku Pelaku Usaha  
Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang 
larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian jika hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pasal 
18 ayat (1) mengatur bahwa: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang 
dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat 
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atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian, apabila: 
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali barang yang dibeli konsumen; 
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli 
oleh konsumen; 
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 
baik secara langsung maupun tidak langsung; 
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang diberi oleh konsumen; 
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual 
beli jasa; 
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 
untuk pembeban hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
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Tidak hanya mengatur ketentuan yang dilarang dalam hal 
pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah 
penerbit kartu kredit, pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula 
baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca 
secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.42 
Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 
pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi syarat dan ketentuan 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dinyatakan batal demi 
hukum.43 
Apabila pelaku usaha melanggar salah satu atau lebih dari 
ketentuan pencantuman kalusula baku, perjanjian tersebut adalah batal 
demi hukum. Dimaksudkan batal demi hukum pada Pasal 18 ayat 3 
adalah tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sah perjanjian yaitu 
suatu hal tertentu dan sebab yang halal.  
Jika dalam suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif 
(sepakat dan cakap), maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Namun jika 
dalam suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif seperti yang telah 
dikemukakan di atas, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi 
hukum atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.44 
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 Pasal 18 ayat 2 Undang -undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
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 Pasal 18 ayat 3 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
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 Diana Kusuma Sari. Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum. 
http://m.hukumonline.com .  Diakses pada tanggal 7 oktober 2014 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian adalah di Kota Makassar pada  Bank Mega, 
Bank Mandiri dan Bank Panin selaku Penerbit Kartu Kredit. Penelitian juga 
dilakukan pada Bank Indonesia selaku Pengawas Perbankan dan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah Bank penerbit kartu kredit dan Bank Indonesia 
selaku pengawas perbankan serta Otoritas Jasa Keuangan, dan nasabah 
pengguna kartu kredit.  
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 
sampling, dengan pertimbangan bahwa hanya yang memenuhi kriteria 
tertentu sesuai tujuan penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian. 
Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut, maka yang dijadikan 
sebagai sampel penelitian adalah: 
a. Bank Mega, Bank Mandiri dan Bank Panin sebagai Penerbit 
Kartu Kredit yang pada billing statement; 
b. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan dan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK); 
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c. Nasabah (konsumen) Pengguna Kartu Kredit dari Bank Mega 
sebanyak 10 (sepuluh) orang dan masing-masing 5 (lima) orang 
nasabah (konsumen) pada Bank Mandiri dan Bank Panin.  
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan 
penelitian ini yaitu: 
a. Data Primer  
Data primer berupa wawancara langsung dengan Narasumber 
dan Responden. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu Pimpinan Bank 
yang menangani masalah kartu kredit pada Bank lokasi penelitian, yaitu 
Regional Cards & Loans Risk & Operational Manager Bank “X”, Kantor 
Cabang Bank “X” Kota Makassar ; Pimpinan Regional Credit Card (RCC) 
Bank “Y” Wilayah Sulawesi dan Maluku & Marketing Officer Consumer 
Cards Group Bank “Y”; dan Pimpinan Bank “Z”, yaitu Branch Manager 
Bank “Z”, serta Legal Staf Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). 
 Responden dalam penelitian ini adalah nasabah pengguna kartu  
kredit  sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang terdiri atas 10 (sepuluh) 
orang nasabah pada Bank “X” dan masing-masing 5 (lima) orang pada 
Bank “Y” dan Bank “Z”. Penulis juga mengirimkan permohonan penelitian 
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pada Bank BNI 1946, namun ternyata Bank BNI 1946 menolak untuk 
melakukan penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder mencakup billing statement pada Bank “X”, Form 
aplikasi kartu kredit, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank 
Indonesia.  
 
D. Alat  Pengumpulan Data 
 
Untuk memeroleh data yang lebih mendalam dari Narasumber 
dan Responden, maka menggunakan wawancara secara langsung 
sebagai alat dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 
dipersiapkan terlebih dahulu, dalam hal ini dilakukan kepada Narasumber, 
yaitu Pimpinan Bank “X”, Bank “Y” dan Bank “Z”, serta Legal Staf Bank 
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bahan untuk 
menemukan fakta yang akan penulis jadikan data terkait permasalahan 
yang penulis bahas dalam penelitian ini.  
Demikian kepada responden dilakukan penelitian, dengan 
menggunakan kuesioner  untuk memperjelas suatu permasalahan yaitu 
terhadap 20 (dua puluh) orang responden, yaitu 10 (sepuluh) orang 
nasabah pada Bank “X” dan masing-masing 5 (lima) orang nasabah pada 
Bank “Y” dan Bank “Z”. 
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E. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian berupa data primer dan data 
sekunder, akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan 
mengenai perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu kredit serta 
menjelaskan tujuan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit yang 
melakukan percepatan pembayaran namun di kenakan extra charge oleh 
penerbit kartu kredit sesuai dengan permasalahan penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
A. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baru pada Billing 
Statement Kartu Kredit 
1. Penerbitan Kartu Kredit 
Kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai 
semakin diminati oleh konsumen pengguna kartu kredit, karena 
memudahkan konsumen dalam melakukan  transaksi dan dapat 
memberikan rasa aman sebab tidak perlu membawa uang tunai, apalagi 
dalam jumlah yang besar. Kelebihan dari kartu kredit yang demikian itu 
telah menarik minat masyarakat untuk menggunakan kartu kredit, 
sehingga tidak mengherankan jika pengguna kartu kredit semakin 
meningkat dari waktu ke waktu. 
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal skripsi ini 
bahwa berdasarkan data statistik yang dirilis Bank Indonesia, konsumen 
pengguna kartu kredit meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 
tercatat sebanyak 9,17 juta pengguna kartu kredit. Jumlah ini meningkat 
pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 11,5 dan 12,2 juta pengguna. Pada 
tahun 2010, pengguna kartu kredit mencapai 13,57 juta dan tahun  2013 
angka pengguna meningkat menjadi 14,7 juta dengan nilai transaksi di 
atas 200 triliun. Dengan jumlah pengguna yang mencapai 14,7 juta 
43 
tersebut, diperkirakan rata-rata kartu yang dipegang oleh masing-masing 
pengguna adalah 3 (tiga) kartu kredit45. 
Data dari Bank Indonesia tersebut menunjukkan adanya trend 
peningkatan penggunaan kartu kredit yang signifikan. Peningkatan 
tersebut tentunya dipengaruhi   oleh beberapa faktor atau alasan tertentu 
terhadap penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran.  Untuk 
mengetahui alasan konsumen menggunakan kartu kredit, dilakukan 
pengajuan pertanyaan melalui kuesioner dari 20 (dua puluh) orang 
responden konsumen pengguna kartu kredit pada tiga nasabah Bank 
penerbit kartu kredit, yaitu Bank “X”, Bank “Y” dan Bank “Z”, yang 
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.  
Tabel 1 Faktor atau Alasan Konsumen Menggunakan Kartu Kredit 
Sumber: Data Primer, Diolah, 2015. 
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No 
 
Faktor/Alasan 
 
Jumlah 
Responden 
 
 
Persentase 
% 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
Promosi Diskon/Kemudahan 
Akses pada Merchant dan 
reward point  
Keamanan/Pengganti Uang 
Tunai 
Trend/Gaya Hidup 
Dana Cadangan 
Membayar Tagihan/Cicilan 
11 
 
 
3 
 
2 
2 
2 
55 
 
 
15 
 
10 
10 
10 
 Jumlah 20 100 
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Berdasarkan pengumpulan data kuesioner tersebut, ketika 
ditanyakan ternyata dari 20 (dua puluh) responden, terdapat 11 (sebelas) 
respoden atau 55% mengatakan alasan utama menggunakan kartu kredit 
karena promosi diskon dan kemudahan akses pada merchant, seperti 
hotel, penerbangan, tempat perbelanjaan, mall, supermarket dan lainnya 
yang ditawarkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit tersebut.  
Selain itu, terdapat 3 (tiga) responden atau 15% yang menjadikan 
faktor keamanan menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai, 
2 (dua) responden atau 10% yang menjadikan trend atau gaya hidup 
sebagai alasan mengunakan kartu kredit.  Serta 2 (dua) responden atau 
10%  yang menjadikan kartu kredit sebagai dana cadangan, dan 2 (dua) 
responden atau 10% menjadikan kartu kredit sebagai alasan kemudahan 
dalam membayar tagihan, seperti tagihan telepon, listrik, air dan cicilan.  
Tabel 2 Jumlah Kartu Kredit Yang Dimiliki Responden  
Sumber: Data Primer, Diolah, 2015. 
Sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2 di atas, ketika 
ditanyakan kepada responden berapa kartu kredit yang dimiliki oleh 
mereka, ternyata dari  20 (dua puluh) responden, terdapat 16 (enam 
 
No 
 
Jumlah Kartu Kredit 
 
Jumlah 
Responden 
 
 
Persentase 
% 
1. Memiliki Kartu Kredit Lebih 
dari 1 (satu) 
16 80 
 
2. 
Memiliki Kartu Kredit Hanya 1 
(satu) 
 
4 
 
20 
 Jumlah 
 
20 100 
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belas) responden atau 80% yang memiliki kartu kredit lebih dari 1 (satu). 
Selebihnya hanya 4 (empat) responden atau 20% yang memiliki 1 (satu) 
kartu kredit.  
Alasan nasabah atau konsumen memilih kartu kredit lebih dari 
satu adalah untuk meng-cover kebutuhan dari konsumen pengguna kartu 
kredit tersebut itu sendiri, karena masing-masing kartu kredit menawarkan 
merchant yang berbeda-beda sesuai keunggulan masing-masing, 
sementara konsumen membutuhkan merchant-merchant tersebut.  
Alasan atau faktor konsumen menggunakan kartu kredit 
sebagaimana tertera pada Tabel 1 di atas sesuai dengan hasil wawancara 
dengan Pimpinan Bank “X”. Berdasarkan wawancara oleh, Regional 
Cards & Loans Risk & Operational Manager Bank “X”46  ternyata alasan 
utama konsumen menggunakan kartu kredit adalah karena promosi 
kemudahan dan diskon atau reward point yang ditawarkan oleh Bank. 
Oleh karena itu, maka pihak Bank “X” berusaha untuk melakukan promosi 
penggunaan kartu kredit, baik dilakukan secara langsung maupun melalui 
media massa, seperti memasang iklan di media cetak atau iklan pada 
media elektronik. Bank “X” dalam memromosikan Kartu Kredit 
mengutamakan keunggulan berupa tawaran diskon atau fasilitas tertentu 
yang dapat menarik minat konsumen. Bank “X” berusaha memperluas 
jaringan kerjasama dengan merchant. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa 
besaran diskon atas penggunaan kartu kredit Bank “X” disesuaikan 
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 Wawancara, hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 di Kantor Bank “X” 
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dengan golongan atau jenis kartu kredit dan besar kecilnya limit. Bank “X” 
menawarkan 3 (tiga) jenis kartu, yaitu Credit Card Gold,  Credit Card 
Platinum dan Credit Card Infinite. Limit untuk Credit Card Gold antara Rp 
5 juta – Rp 29 juta, Platinum antara Rp 30 juta - Rp100 juta, dan Infinite 
dengan limit Rp 50 juta ke atas. Kartu kredit jenis Infinite hanya untuk 
nasabah premium, seperti pejabat dan pimpinan perusahaan besar.  
Keadaan yang sama juga terjadi di Bank “Y”, Berdasarkan 
wawancara dengan Pimpinan Regional Credit Card (RCC) Wilayah 
Sulawesi dan Maluku bersama dengan Marketing Officer Consumer Cards 
Group Bank “Y” 47  bahwa tren perkembangan minat masyarakat 
menggunakan kartu kredit Bank “Y” karena banyaknya promosi dan 
kemudahan serta reward point yang ditawarkan. Oleh karena itu, Bank “Y” 
berusaha untuk memperluas kerjasama dengan merchant dan 
menawarkan promosi diskon yang tinggi pada merchant tertentu. Misalnya 
dengan restoran, hotel, maskapai penerbangan, brand pakaian tertentu 
sampai kemudahan di lounge bandara di seluruh dunia. Bank “Y” juga 
sudah bekerjasama dengan beberapa maskapai penerbangan dengan 
produk redemption on multiple mileage program yang memungkinkan 
penukaran power point dengan air mileage, seperti Garuda Indonesia, 
Singapore Airlines, Cathay Pasific Group & One World Miles, Malaysia 
Airlines dan Air Asia.  Hal tersebut dimungkinkan karena persyaratan 
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 Wawancara tanggal 23 Februari 2015 di Kantor PT Bank ”Y”. 
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umum suatu Bank untuk menjadi penerbit kartu kredit adalah adanya 
kerjasama atau jaringan internasional.  
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Branch Manager  Bank 
“Z”48 bahwa letak daya tarik dari kartu kredit yang ditawarkan adalah pada 
promosi diskon atau kemudahan dalam penggunaannya pada berbagai 
merchant. Oleh karena itu, Bank selalu berusaha untuk memperluas 
jaringan dan kerjasama dengan merchant serta negosiasi diskon yang 
dapat ditawarkan oleh Bank. Namun demikian, menurut Branch Manager 
Bank “Z”, bahwa promosi diskon tidaklah cukup jika tidak disertai dengan 
penanaman trust atau kepercayaan nasabah kepada Bank tersebut. Di 
samping itu, Bank juga mengutamakan kedekatan personal dengan 
konsumen untuk menjaga kelanggengan kerjasama dengan mereka.  
Berdasarkan wawancara dengan para pimpinan Bank tersebut di 
atas, dapat dikatakan bahwa keunggulan masing-masing kartu kredit 
tersebut itulah yang menjadi alasan utama dari konsumen dalam 
pemilihan kartu kredit yang diinginkannya, sehingga menuntut Bank untuk 
memperluas jaringan dengan merchant dengan tawaran produk unggulan 
masing-masing kartu kredit tersebut sebagai bentuk fasilitas yang 
ditawarkan pada konsumen. 
Selain promosi atau kelebihan masing-masing kartu kredit yang 
menjadi daya tarik konsumen dalam memilih kartu kredit, ternyata 
responden juga cukup selektif dalam memilih kartu kredit, karena ternyata 
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 Wawancara tanggal 23 Februari 2015 di Makassar 
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responden juga sangat mempertimbangkan kredibilitas atau reputasi dari 
Bank penerbit kartu kredit sebagai salah satu faktor responden memilih 
untuk menjadi nasabah kartu kredit pada suatu Bank.  Data selengkapnya 
dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 
 Tabel 3 Pertimbangan Utama Responden  
Dalam Memilih Kartu Kredit 
Sumber Data: Data Primer, Diolah, 2015. 
Walaupun lebih banyak responden mengutamakan promosi atau 
keunggulan yang ditawarkan oleh Bank, tetapi responden yang 
mempertimbangkan kredibilitas atau reputasi Bank cukup signifikan. Dari 
20 (dua puluh) responden yang diberikan kuesioner,  sebanyak 11 
(sebelas) orang responden atau 55% yang lebih mengutamakan 
keunggulan produk yang ditawarkan dalam memilih kartu kredit, dan 
sebanyak 9 (sembilan) orang atau 45% yang lebih mengutamakan 
kredibilitas dari Bank penerbit kartu kredit.  
Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Tabel 3 di atas, ternyata 
sebagian besar responden lebih mengutamakan keunggulan kartu kredit 
khususnya promosi diskon pada merchant tertentu dalam memilih kartu 
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Pertimbangan Utama 
Responden 
 
Jumlah 
Responden 
 
 
Persentase 
% 
1. Keunggulan Produk/Promosi 11 55 
 
2. 
 
Kredibilitas/Reputasi Bank 
 
9 
 
45 
 Jumlah 
 
20 100 
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kredit yang ditawarkan kepadanya, sehingga berpotensi mengabaikan   
klausula yang terdapat pada aplikasi kartu kredit, karena lebih fokus 
memerhatikan keunggulan dari kartu kredit tersebut. Apalagi jika pihak 
Bank tidak menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang berpotensi 
merugikan konsumen pengguna kartu kredit, termasuk tidak menjelaskan 
konsekuensi dari transaksi atau akibat  penggunaan kartu kredit tersebut 
di kemudian hari. 
Berkaitan dengan hal tersebut, penulis kemudian melakukan 
pengajuan pertanyaan melalui kuesioner dengan responden pengguna 
kartu kredit Bank “X”. Dari 10 orang responden pengguna kartu kredit 
Bank “X”, ternyata 8 orang (80%) menyatakan bahwa mereka sama sekali 
tidak memerhatikan persyaratan aplikasi penerbitan kartu kredit, karena 
mereka hanya fokus menyimak penjelasan pihak marketing  tentang 
keunggulan dari kartu kredit. Sebanyak 2 orang (20%) responden lainnya 
mengaku lupa terhadap proses penawaran kartu kredit itu. Menurut 
mereka, pihak marketing hanya memberikan brosur kepada responden 
dan tidak menjelaskan beberapa akibat hukum dari penggunaan kartu 
kredit tersebut, termasuk kewajiban tambahan di kemudian hari terkait 
penggunaan kartu kredit tersebut.  Apalagi brosur yang disodorkan dan 
form aplikasi yang memuat perjanjian dan ketentuan penggunaan kartu 
kredit menggunakan huruf yang kecil sehingga sulit terbaca dengan baik.  
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Bank penerbit kartu kredit, 
ketiga pimpinan Bank yang diwawancarai semuanya sepakat kalau 
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mereka menganggap konsumen seharusnya sudah mengetahui semua 
persyaratan dalam brosur aplikasinya, apalagi jika konsumen tidak 
mengajukan pertanyaan terkait penggunaan kartu kredit tersebut. 
Berkaitan dengan proses penerbitan kartu kredit tersebut, 
berdasarkan wawancara dengan para pimpinan Bank, tidak semua 
permohonan kartu kredit oleh seseorang dikabulkan. Ada beberapa 
persyaratan dan  pertimbangan dari Bank dalam menerima permohonan 
kartu kredit oleh seseorang. Pada prinsipnya, persyaratan penerbitan 
kartu kredit  pada Bank penerbit kartu kredit yang menjadi objek penelitian 
adalah sama, yaitu masing-masing harus melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: 
1. Pengajuan Permohonan Aplikasi Kartu Kredit; 
2. Penelitian Berkas Permohonan Kartu Kredit; 
3. Persetujuan dan Penerbitan Kartu Kredit. 
Semua Bank penerbit kartu kredit yang menjadi objek penelitian 
menerapkan persyaratan umum yang sama dalam pengajuan 
permohonan atau aplikasi kartu kredit, seperti data pribadi pemohon yang 
sesuai dengan KTP atau Paspor, pekerjaan dan jumlah penghasilan tetap 
per bulan dan atau penghasilan tambahan serta sumber dari penghasilan 
tambahan. Hal yang berbeda adalah syarat khusus pada masing-masing 
Bank penerbit kartu kredit tersebut.  
Tahapan selanjutnya setelah pengajuan permohonan aplikasi 
kartu kredit, yaitu pihak Bank akan melakukan penelitian atau validasi 
yang dikerjakan oleh tim analisis tiap Bank terhadap permohonan aplikasi 
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dan berkas permohonan kartu kredit. Setelah form aplikasi yang telah diisi 
oleh pemohon diterima oleh Bank, maka Bank akan melakukan penelitian 
secara mendalam terkait berkas aplikasi kartu kredit tersebut. Dalam 
permohonan kartu kredit tersebut, pihak Bank lebih utama memerhatikan 
pekerjaan dan jumlah penghasilan serta reputasi atau track record dari 
pemohon.  
 Tahapan terakhir adalah persetujuan atas permohonan aplikasi 
kartu kredit. Setelah dilakukan penelitian terhadap aplikasi dan berkas 
permohonan kartu kredit dari pemohon dan oleh pihak Bank  dinilai sesuai 
dan memenuhi semua persyaratan, maka Bank memberikan persetujuan 
dengan menerbitkan kartu kredit dan selanjutnya disampaikan kepada 
pemohon. 
Pengajuan permohonan atau aplikasi kartu kredit, baik pada Bank 
“X”, Bank “Y”, dan Bank “Z”, masing-masing pihak Bank telah menyiapkan 
form aplikasi yang harus diisi oleh pemohon. Dalam form aplikasi kartu 
kredit tersebut telah tercantum persyaratan dan/atau ketentuan yang 
bersifat baku. Namun demikian, tetap ada perbedaan pada form tersebut, 
sesuai dengan kepentingan dari Bank penerbit kartu kredit. 
Pada form persyaratan aplikasi kartu kredit Bank “Y” lebih praktis 
dan hanya memuat ketentuan persetujuan yang tidak terinci secara detil 
seperti yang ada pada Bank “X”. Selain menetapkan data secara umum 
yang berisi hal-hal seperti data pribadi pemohon yang sesuai dengan KTP 
atau Paspor, data pekerjaan dan penghasilan, data keluarga dekat yang 
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tidak serumah, data kartu tambahan (bila menginginkan), alamat 
pengiriman, dan penawaran program special, Bank “Y” hanya memuat 
suatu ketentuan  “Persetujuan” yang merupakan perjanjian antara pihak 
Bank “Y” sebagai penerbit kartu kredit dengan pemohon dan atau 
pengguna kartu kredit. Isi persetujuan tersebut lebih singkat dibandingkan 
dengan isi perjanjian dan ketentuan yang ada pada form aplikasi Bank “X”. 
Proses penerbitan kartu kredit  secara umum dilakukan dengan 
mengisi form aplikasi kartu kredit yang telah disediakan oleh pihak Bank 
“Y”. Setelah pemohon mengisi form aplikasi kartu kredit, dan telah 
menyetujui semua persyaratan yang ditentukan dalam form aplikasi kartu 
kredit tersebut, pemohon diminta untuk membubuhkan tanda tangan 
basah pada form aplikasi kartu kredit tersebut. Pihak Bank “Y” 
beranggapan, ketika pemohon telah menadatangani form aplikasi kartu 
kredit tersebut, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui semua 
persyaratan yang telah ditentukan49. Salah satu bagian penting dalam 
form aplikasi kartu kredit tersebut adalah Persetujuan, yang berisi sebagai 
berikut50: 
“Dengan menandatangani aplikasi ini saya sebagai pemohon 
menyatakan bahwa data pribadi yang saya berikan dalam formulir 
aplikasi pemanfaatan produk Bank adalah yang sebenar-
benarnya, untuk itu Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
kebenaran data yang saya berikan dalam aplikasi pemanfaatan 
produk Bank. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup 
mengenai karakteristik produk Bank yang akan saya manfaatkan 
dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi 
pemanfaatan produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-
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 Wawancara dengan Marketing Officer Consumer Cards Group Bank “Y”. 
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 Dalam form aplikasi permohonan kartu kredit Bank “Y”. 
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biaya yang melekat pada produk Bank tersebut. Saya 
memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan 
atau menyebarluaskan data pribadi saya kepada pihak lain di luar 
badan hukum Bank untuk tujuan komersial dalam rangka 
pengalihan, penagihan, penawaran produk/jasa layanan kepada 
pihak ketiga member persetujuan kepada PT Bank “Y” (Persero) 
Tbk, untuk memeroleh keterangan, referensi, dari sumber 
manapun dengan cara yang dianggap sah oleh PT Bank “Y” 
(Persero) Tbk, dan bertanggung jawa sepenuhnya atas semua 
tagihan termasuk kartu tambahan bila ada. PT Bank “Y” (Persero) 
Tbk berhak untuk menerima atau menolak permohonan saya 
tanpa harus memberikan alasannya. Seluruh dokumen-dokumen 
yang telah diserahkan kepada PT Bank “Y” (Persero) Tbk tidak 
dapat dikembalikan. PT Bank “Y” (Persero) Tbk berhak 
membatalkan limit kredit secara otomatis apabila kondisi 
pembayaran pemegang kartu menurun menjadi Kurang Lancar, 
Diragukan atau Macet. Syarat dan ketentan mandiri kartu kredit 
ini sewaktu-waktu dapat diubah  baik atas pertimbangan Bank 
maupun karena adanya perubahan ketentuan yang 
mendasarinya. Dengan menandatangani aplikasi ini berarti saya 
setuju dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh PT Bank 
“Y” (Persero) Tbk dan setuju untuk dikenakan pembebanan bea 
materai atas penerbitan lembar tagihan yang besarnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sebagaimana diinformasikan lebih lanjut pada Buku Petunjuk 
Pelayanan”. 
 
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa bagian Persetujuan tersebut 
menjadi point penting sebagai persyaratan yang ditentukan oleh Bank “Y” 
dan bersifat baku, sehingga penandatanganan aplikasi ini oleh pemohon 
secara hukum telah mengikat atas semua yang telah ditentukan dalam 
form aplikasi kartu kredit tersebut.  Setiap kartu kredit memiliki limit kredit 
yang ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan dari pemegang kartu 
kredit. Dengan demikian, maka ada pemegang artu kredit yang memiliki 
limit tinggi dan limit rendah. Namun perbedaan limit dari masing-masing 
pemegang kartu kredit tidak membedakan perlakuan bagi konsumen yang 
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memiliki limit tinggi dan limit rendah, semuanya harus tunduk pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan 
yang bersifat khusus dari Bank penerbit. 
Penjelasan tersebut ditambahkan oleh  Pimpinan Regional Credit 
Card (RCC) Wilayah Sulawesi dan Maluku51, bahwa sesungguhnya faktor 
utama yang paling diperhatikan adalah pendapatan pemohon berupa 
pendapatan kotor tetap per bulan, sumber pendapatan tambahan serta 
sumber pendapatan kotor tambahan per bulan. Selain itu, Bank juga 
sangat memerhatikan track record dari pemohon. Lebih lanjut dijelaskan, 
bahwa sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari manajemen 
risiko dari Bank terhadap kemungkinan terjadinya kredit macet atau 
masalah lain yang mungkin timbul ketika menerima permohonan 
pemohoan kartu kredit menjadi nasabah. Oleh karena itu, Bank tetap 
menerapkan 2 (dua) prinsip utama, yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip 
kehati-hatian (prudential principle) dalam setiap proses permohonan kredit 
termasuk permohonan kartu kredit.  
Prinsip kepercayaan berkaitan dengan kepercayan pihak Bank 
kepada calon nasabah bahwa yang bersangkutan mampu membayar 
kreditnya dan memiliki itikad baik untuk mematuhi semua persyaratan 
yang telah ditentukan. Prudential principle antara lain diwujudkan dalam 
bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap 
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 Wawancara tanggal 23 Februari 2015 di Kantor PT Bank ”Y”. 
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semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan pemberian kredit oleh bank. 
Sementara pada form persyaratan aplikasi Bank “X”, selain data 
yang bersifat umum tentang informasi mengenai pemohon, seperti data 
pribadi, pekerjaan, penghasilan dan referensi bank, terdapat ketentuan 
yang tertuang dalam aplikasi tersebut yaitu perjanjian dan ketentuan 
pemegang kartu kredit yang sangat detil, yang dapat dilihat pada lampiran 
skripsi ini.  
Berdasarkan hukum perjanjian, khususnya dalam perjanjian baku 
(standard contract), ketika seseorang memberikan persetujuannya dengan 
membubuhkan tanda tangan pada lembar permohonan aplikasi kartu 
kredit tersebut, maka secara hukum yang bersangkutan telah tunduk pada 
semua persyaratan yang telah ditetapkan secara baku dan sepihak oleh 
pihak Bank. Baik yang telah dijelaskan atau disampaikan sebelumnya oleh 
pihak Bank maupun yang hanya tercantum dalam aplikasi tersebut, ketika 
yang bersangkutan telah menandatanganinya, maka persyaratan tersebut 
telah mengikat pemohon dan atau pengguna kartu kredit.  
Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
menjelaskan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu 
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen 
dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.  
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Sutan Remi Sjahdeni52 mengartikan perjanjian standar sebagai 
perjanjian yang hampir seluruh klausul - klausulnya dibakukan oleh 
pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang 
untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum 
dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, 
jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek 
yang diperjanjikan.  
 
2. Pencantuman Klausula Baru pada Billing Statement Kartu Kredit 
dan Akibat Hukumnya 
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pertama, bahwa 
dalam form permohonan aplikasi kartu kredit telah tercantum persyaratan 
yang disebut sebagai persetujuan atau perjanjian dan ketentuan bagi 
pemegang kartu kredit yang ditentukan secara sepihak oleh pihak Bank 
dan bersifat baku.  
Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan di kemudian hari 
ketika pada lembar tagihan muncul suatu klausula yang sebelumnya tidak 
pernah diketahui atau disampaikan oleh pihak Bank kepada konsumen 
pemegang kartu kredit.  Pihak Bank kemudian berdalih bahwa semua 
ketentuan tersebut telah dicantumkan pada lembar permohonan aplikasi 
dan telah ditandatangani oleh pemohon kartu kredit sehingga ia telah 
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terikat secara hukum dan harus menanggung kewajiban yang oleh 
konsumen pengguna kartu kredit dianggap sebagai kewajiban tambahan 
atau klausula baru yang tidak pernah disampaikan oleh Bank sebelumnya. 
Berdasarkan wawancara 53 , bahwa Bank “Y” tidak pernah 
mencantumkan klausula baru dalam billing statement, namun jika ada 
kewajiban tambahan kepada konsumen, misalnya ada ketentuan bahwa 
“pembayaran tagihan kartu kredit melalui Bank lain dikenakan charge 
(biaya)”, kewajiban tambahan itu disampaikan oleh Bank kepada 
konsumen melalui telepon.  
Pencantuman klausula baru tentang percepatan pembayaran 
cicilan, lebih lanjut dikemukakan,  bahwa Bank tidak perlu menyampaikan 
kepada konsumen terlebih dahulu atas pencantuman klausula baru 
tersebut dengan alasan bahwa seharusnya konsumen tidak melakukan 
percepatan pembayaran cicilan yang telah disepakati, sebab terdapat 
konsekuensi perhitungan bunga antara pihak Bank sebagai penerbit kartu 
kredit dengan merchant selaku pihak ketiga.  
Oleh karena itu jika konsumen melakukan percepatan 
pembayaran, maka berlakulah klausula baru tersebut yang harus 
ditanggung oleh konsumen. Jika konsumen akan melakukan percepatan 
pembayaran, maka konsumen terlebih dahulu menyampaikan kepada 
pihak Bank dan Bank akan menjelaskan konsekuensi yang timbul serta  
biaya tambahan yang harus ditanggung oleh konsumen. Jika konsumen 
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 Wawancara tanggal 23 Februari 2015 dengan Pimpinan Regional Credit Card (RCC) 
Wilayah Sulawesi dan Maluku bersama Marketing Officer Consumer Cards Group Bank 
“Y” di Kantor PT Bank “Y” 
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setuju, maka diminta kesediaannya untuk menandatangani aplikasi 
percepatan pembayaran berikut biaya tambahan yang menjadi kewajiban 
konsumen, kemudian kewajiban tambahan itu akan dicetak pada billing 
statement bulan berikutnya. 
Berkaitan dengan percepatan pembayaran tersebut, berbeda 
dengan Bank “Y”, pada Bank “Z” berdasarkan wawancara dengan Branch 
Manager Bank “Z” bahwa pihak Bank justru telah menyampaikan terlebih 
dahulu kepada konsumen atas konsekuensi dari adanya percepatan 
pembayaran pada saat proses aplikasi kartu kredit.  Dengan demikian 
tidak ada masalah dengan konsumen terkait dengan hal ini, karena sejak 
awal konsumen sudah mengetahui konsekuensinya berupa pengenaan 
denda dan biaya administrasi lainnya termasuk pajak yang telah 
disepakati antara Bank dengan merchant, tetapi informasi ini tidak 
tertuang dalam perjanjian atau form aplikasi kartu kredit karena dianggap 
fungsi dari kartu kredit adalah untuk kartu belanja, bukan untuk kartu 
cicilan.   
Pencantuman klausula baru pada billing statement terdapat pada 
billing statement Bank “X”. Ketika hal tersebut dikonfirmasi dengan pihak 
Bank “X”54 dalam wawancara menyatakan bahwa pihak Bank “X” bebas 
untuk mencantumkan klausula baru dalam billing statement yang menjadi 
kewajiban konsumen nasabah kartu kredit Bank “X”  tanpa menyampaikan 
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kepada konsumen terlebih dahulu atau meminta persetujuan dari 
konsumen.  
Alasannya, dalam perjanjian dan ketentuan penggunaan Credit 
“X” Visa telah tercantum klausula bahwa ketika menggunakan kartu kredit, 
berarti konsumen telah memahami, menerima, dan terikat pada ketentuan 
dan syarat yang tercantum dalam Perjanjian dan Ketentuan Pemegang 
Kartu Visa Bank “X”. Ketentuan pemegang Credit “X” Visa menetapkan 
bahwa: “Dengan menggunakan kartu, berarti Anda telah memahami, 
menerima, dan terikat pada ketentuan dan syarat yang tercantum berikut 
ini55.   
Beberapa persyaratan penggunaan kartu kredit atau Credit “X” 
Visa, khususnya yang terkait dengan pembayaran tagihan sebagaimana 
tercantum dalam form aplikasi kartu kredit, yaitu56: 
1) Pemberitahuan tagihan akan dikirim oleh Bank setiap bulan sekali 
pada pemegang kartu. Selambat-lambatnya pada tanggal 
pembayaran, pemegang kartu wajib untuk membayar tagihan tersebut 
seluruhnya atau paling tidak sebesar minimum pembayaran yang 
dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah tagihan yang tercantum 
pada pemberitahuan tagihan, atau jumlah minimum tertentu yang 
ditetapkan oleh Bank. 
2) Bilamana terjadi kesalahan/keberatan terhadap tagihan yang tertera 
dalam pemberitahuan tagihan, maka keberatan harus diajukan secara 
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 Tercantum dalam Form Aplikasi Credit Card Visa. 
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tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal cetak 
pemberitahuan tagihan. Segala kerugian yang timbul atas 
kesalahan/keberatan tagihan yang pemberitahuannya diterima 
oleh Bank setelah keluarnya pemberitahuan tagihan bulan 
berikutnya adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab 
pemegang kartu. 
3) Apabila pemegang kartu tidak melakukan pembayaran atas seluruh 
total tagihan maka Bank akan mengenakan bunga yang besarnya 
ditetapkan oleh Bank dari setiap transaksi yang dilakukan, yang akan 
diperhitungkan dalam pemberitahuan tagihan pada bulan berikutnya. 
4) Tagihan atas penggunaan Kartu Tambahan adalah tanggung jawab 
sepenuhnya dari pemegang Kartu Utama dan akan ditagih bersama-
sama dalam satu tagihan. Dalam hal pembatalan kartu tambahan oleh 
pemegang kartu utama, tagihan akan tetap menjadi beban pemegang 
Kartu Utama sebelum bentuk fisik kartu tambahan diterima kembali 
oleh Bank dalam keadaan terpotong menjadi dua. 
5) Apabila pemegang kartu melakukan pembayaran kurang dari 
minimum pembayaran, atau pembayaran diterima Bank setelah 
tanggal pembayaran, atau pemegang kartu tidak melakukan 
pembayaran, maka pemegang kartu akan dikenakan biaya 
administrasi yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dari waktu ke 
waktu. 
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6) Apabila setelah 30 hari dari tanggal pembayaran atau setelah tanggal 
pembayaran yang dinyatakan dalam pemberitahuan tagihan 
berikutnya, pemegang kartu tetap tidak membayar tagihan atau 
membayar kurang dari minimum pembayaran, maka Bank akan 
memberikan peringatan kepada pemegang kartu mengenai tunggakan 
atas pembayaran pokok tersebut dan pemegang kartu dikenakan 
denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan presentase dari 
jumlah minimum pembayaran, atau minimal jumlah tertentu yang 
ditetapkan Bank. 
7) Apabila tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga oleh 
pemegang kartu telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari 
atau setelah pemegang kartu dikenakan denda atas keterlambatan 
sebagaimana diatur dalam poin 6 di atas, maka Bank akan melakukan 
penagihan melalui sms dan/atau telpon dan/atau petugas lapangan. 
8) Apabila tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga oleh 
pemegang kartu telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari, 
maka Bank akan melakukan penagihan sms dan/atau telpon dan/atau 
petugas lapangan dan/atau pihak ketiga. 
9) Apabila tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga oleh 
pemegang kartu telah melampaui 180 hari maka Bank berhak 
melakukan penagihan dengan cara apapun juga yang dianggap baik 
oleh Bank termasuk antara lain melalui media massa, aparat hukum 
dan/atau pengadilan yang berwenang. 
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10)  Keterlambatan pembayaran atas tagihan dapat menyebabkan 
penolakan transaksi dan pemblokiran kartu secara otomatis. 
11)  Pembayaran dengan cek/bilyet, giro dinyatakan efektif setelah 
cek/bilyet berhasil diuangkan oleh Bank. Penolakan cek/bilyet, giro 
dengan alasan apapun akan dikenakan biaya yang besarannya 
akan ditetapkan oleh Bank. 
12) Semua perhitungan bunga dan biaya-biaya lain dapat   berubah 
sesuai dengan kebijakan Bank tanpa diperlukan pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada pemegang kartu. 
13) Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan 
dengan penggunaan kartu, pemegang kartu berjanji dan 
mengikatkan diri bahwa harta kekayaannya baik berupa benda 
bergerak maupun benda tidak bergerak termasuk sejumlah uang 
yang disimpan dalam rekening Bank, baik yang ada sekarang 
ataupun yang akan ada di kemudian hari merupakan suatu jaminan 
pelunasan kewajiban pemegang kartu kepada Bank. 
14) Jika pemegang kartu tidak melakukan kewajiban pembayarannya, 
maka pemegang kartu dengan ini memberi kuasa dengan hak 
substitusi kepada Bank dan karenanya berhak sepenuhnya untuk 
melakukan pemblokiran rekening pemegang kartu demi pelunasan 
utangnya; atau:  
a. Mendebit rekening giro/tabungan/deposito atau jenis simpanan 
lainnya yang dimiliki pemegang kartu di Bank; 
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b. Mencairkan jaminan yang ada pada Bank; 
c. Meminta/melakukan penagihan pembayaran melalui jasa pihak 
ketiga; 
d. Memanggil pemegang kartu kredit melalui media massa. 
15)  Bilamana pemegang kartu akan bepergian lebih dari satu bulan, 
maka pemegang kartu diwajibkan memberi isntruksi yang jelas 
mengenai bagaimana tagihannya akan diselesaikan. Di dalam hal 
pemegang kartu melalaikan kewajibannya, maka segala risiko yang 
timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemegang kartu sendiri, 
dan dengan ini pemegang kartu membebaskan Bank untuk 
melakukan segala tindakan hukum yang dianggap baik sesuai 
dengan pertimbangan Bank sendiri, termasuk tindakan-tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam butir 11 di atas. 
Wawancara dengan pimpinan Bank “X” tersebut di atas terkait 
dengan ketentuan dalam penggunaan Credit “X” Visa, kemudian 
dikonfirmasi dengan konsumen pengguna kartu kredit Bank “X”, 
responden 57  menyatakan bahwa pihak Bank “X” tidak pernah 
menyampaikan konsekuensi hukum atas adanya klausula baru, seperti 
pengenaan biaya administrasi atas pembayaran yang dipercepat atau 
kewajiban tambahan lainnya yang tercantum pada billing statement. Ia 
juga tidak pernah memerhatikan adanya klausula baru seperti itu pada 
billing statement. Ia mengaku hanya memerhatikan jumlah tagihan yang 
                                                             
57
 Kuesioner dengan responden pengguna kartu kredit Bank ”X”, tanggal 11 Februari 
2015 
64 
ada pada billing statement dan sama sekali tidak pernah mengetahui jika 
ada kewajiban atau beban tambahan dalam penggunaan kartu kredit 
tersebut.  
Pihak konsumen juga tidak pernah membaca persyaratan yang 
ada pada lembar aplikasi kartu kredit tersebut, termasuk tidak pernah 
memerhatikan ketentuan atau klausula tambahan yang tercantum pada 
lembar tagihan kartu kredit. Responden menjelaskan bahwa pada saat 
diprospek oleh marketing kartu kredit Bank “X”, pihak marketing hanya 
fokus menjelaskan kelebihan penggunaan kartu kredit Credit “X” Visa, dan 
tidak mengingat kalau pihak marketing menjelaskan beberapa kewajiban 
hukum yang timbul atas penggunaan kartu kredit tersebut.  
Responden mengaku pernah mengajukan complain atau protes 
kepada Bank “X” terkait dengan tagihan yang dirasakan oleh yang 
bersangkutan cukup tinggi sementara setiap bulan selalu membayar 
tagihannya secara teratur. Setelah melakukan protes, responden baru 
memeroleh informasi dari pihak Bank bahwa pada lembar tagihan telah 
tercantum klausula yang baru yang menjadi kewajiban konsumen, 
misalnya ketika melakukan percepatan pembayaran cicilan ditambah 
biaya lainnya (yang tidak jelas) dalam lembar tagihan tersebut. 
Alasan yang sama juga dikemukakan oleh 4 (empat) orang 
responden lainnya ketika penulis melakukan pertanyaan kuesioner. Ketiga 
responden yang ditemui secara terpisah tersebut juga memiliki pendapat 
yang sama, bahwa mereka tidak pernah disampaikan oleh pihak Bank 
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adanya klausula baru pada lembar tagihan kartu kredit mereka. Mereka 
hanya fokus memberikan informasi tentang kelebihan dan keunggulan dari 
kartu kredit tersebut.  Dengan demikian, responden juga hanya fokus 
pada promosi keunggulan dari kartu kredit sehingga tidak memerhatikan 
ketentuan yang telah diatur secara baku dalam aplikasi kertu kredit itu. 
Berkaitan dengan adanya klausula baru tersebut 58 , konsumen 
dianggap sudah mengetahui dan mengerti konsekuensi hukum terhadap 
adanya percepatan pembayaran tersebut, walaupun tidak disampaikan 
dan/atau dijelaskan terlebih dahulu sebelum penerbitan aplikasi tagihan 
kartu kredit. Bank “X” selalu merujuk pada ketentuan penerbitan kartu 
kredit yang telah diserahkan oleh pihak Bank kepada konsumen, sehingga 
pihak Bank menganggap telah gugur kewajiban hukumnya untuk 
menyampaikan kepada konsumen terkait dengan adanya pencantuman 
klausula baru pada lembar tagihan tersebut, karena sebelumnya telah ada 
perjanjian dan ketentuan pada aplikasi penerbitan kartu kredit.  
Perjanjian dan ketentuan penggunaan kartu kredit Visa tersebut 
itulah yang dijadikan dasar bagi Bank “X” untuk menimpakan tanggung 
jawab kepada konsumen ketika muncul klausula baru pada billing 
statement. Jika merujuk pada hukum perjanjian, bahwa sahnya perjanjian 
jika terpenuhi semua unsur yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan 
untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang 
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halal, maka pencantuman klausula baru yang didasarkan pada perjanjian 
dan ketentuan baku dalam form aplikasi kartu kredit akan mengikat secara 
yuridis formal. Apalagi ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan 
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. 
Namun jika mencermati beberapa klausula dalam perjanjian dan 
ketentuan baku tersebut khususnya pada ketentuan No 2, 5, 6 dan 11 di 
atas, maka sejak awal sudah berpotensi merugikan konsumen, karena 
memberikan keleluasaan kepada Bank untuk menetapkan biaya 
administrasi dan/atau denda yang besarnya ditentukan oleh Bank secara 
sepihak tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen.  
Dalam ketentuan No 5 di atas yang menerangkan tentang denda 
yang dikenakan kepada konsumen apabila konsumen tidak melakukan 
mekanisme pembayaran sebagaimana yang diminta oleh Bank, 
seharusnya pada ketentuan No 5 tersebut pihak Bank juga 
mencantumkan konsekuensi yang timbul jika konsumen melakukan 
percepatan pembayaran kartu kredit, serta kewajiban lain yang akan 
timbul.  
Sementara ketentuan Undang - Undang Perlindungan Konsumen 
melarang dan bahkan menyatakan batal demi hukum jika pelaku usaha 
mencantumkan suatu klausula baku yang menyatakan tunduknya 
konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan 
dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha 
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dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Apabila hal ini 
dilakukan oleh pelaku usaha maka perjanjian itu batal demi hukum. 
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, maka klausula baru pada billing statement 
Credit “X” Visa seharusnya menjadi batal demi hukum, sebab telah 
melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) hurug „g‟, karena pihak Bank “X” 
telah mencantumkan klausula baru  pada form aplikasi kartu kredit yang 
menjadi dasar penerbitan billing statement yang bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf „g‟. 
- Ayat (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 
g. menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan 
yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya.”  
- Ayat (2) pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang 
letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas 
atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.  
- Ayat (3) setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 
pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 
- Ayat (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 
bertentangan dengan undang-undang ini. 
 
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf 
„g‟ tersebut, maka klausula baru yang diterbitkan oleh pelaku usaha, 
sebagaimana juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) tersebut dinyatakan 
batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, sehingga klausula 
tersebut tidak mengikat konsumen.  
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Oleh karena itu ketentuan Pasal 1338 ayat (1)  KUH Perdata  yang 
menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang bagi mereka yang membuatnya menjadi tidak berlaku 
pada perjanjian baku yang bersifat baru yang dibuat oleh pelaku usaha 
tersebut. Pencantuman klausula baru tersebut juga bertentangan dengan 
asas hukum perjanjian, khususnya asas Itikad Baik (Good Faith). Asas 
itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum 
perjanjian, lebih rinci mengenai ketentuan tentang itikad baik ini diatur 
dalam Pasal 1338 (3), bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad 
baik59. 
Secara general, menurut penulis yang dimaksud dengan itikad baik 
ialah keterbukaan dan  kejujuran dari maksud dan tujuan para pihak yang 
ingin melakukan sebuah perjanjian. Kejujuran dan keterbukaan sebagai 
dasar dari itikad baik diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan 
undang-undang atau peraturan yang ada.   
Menurut penulis, seharusnya asas itikad baik harus selalu 
menjelma dalam setiap perjanjian, termasuk dalam perjanjian baku 
sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi konsumen di kemudian 
hari. Hal ini penting sebab karakter perjanjian baku memungkinkan 
timbulnya kerugian bagi konsumen jika konsumen tidak mencermati 
ketentuan baku tersebut terlebih dahulu, sebagaimana dialami oleh 
responden pemegang kartu kredit tersebut di atas.  
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Ahmadi Miru. 2013. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. Cetakan ke-5. Rajawali 
Pers. Jakarta. Hlm  3 
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Menurut Ridwan Khairandy, asas itikad baik dalam suatu 
perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang 
menyatakan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 
baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara ekplisit apa 
yang dimaksud dengan itikad baik.  Akibatnya orang akan menemui 
kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. Karena itikad baik 
merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa 
yang ada dalam alam pikiran manusia.  Asas itikad baik menjadi salah 
satu instrument hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan 
kekuatan mengikatnya perjanjian. Dalam hukum kontrak itikad baik 
memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi yang pertama, semua kontrak harus 
ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, fungsi kedua adalah fungsi 
menambah yaitu hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu. 
Sedangkan fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan 
(beperkende en derogerende werking vande geode trouw). 60 
Sebagaimana halnya karakter perjanjian baku yang dianggap 
sebagai perjanjian paksa, karena konsumen hanya diperhadapkan pada 
dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolak (take it or leave it) tanpa ada 
kesempatan bagi konsumen untuk melakukan negosiasi dalam butir-butir 
yang akan diperjanjikan, menjadikan konsumen kadang terjebak dalam 
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 Ridwan Khairandy dalam http://myrizal-76.blogspot.com/2011/03/teori-dalam-hukum-
kontrak.html, diakses tanggal 27 April 2015 
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perjanjian tersebut. Selain itu, menurut Gunawan 61 , perjanjian baku 
senantiasa menempatkan posisi kedua belah pihak yang tidak seimbang, 
yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu 
menguntungkan salah satu pihak. 
 Keuntungan kedudukan tersebut oleh pelaku usaha sering 
diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku 
dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak 
yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena, 
baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak  mungkin 
dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. 
 Salah satu hal yang menonjol dalam perjanjian baku adalah 
terjadinya penekanan secara sepihak. Oleh karena itu perjanjian baku 
cenderung menjadi perjanjian yang berat sebelah atau perjanjian sepihak, 
dengan kata lain transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha 
cenderung bersifat tidak balance.  
Ahmadi Miru mengatakan bahwa perjanjian baku adalah 
perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatanganinya, walaupun 
harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak 
mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku 
kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian 
hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat 
                                                             
61 Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. 2001. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. PT 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm 53 
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berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut 
merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang - 
Undang Perlindungan Konsumen.62  
 Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak 
seimbang, maka pihak yang kedudukannya lemah biasanya tidak berada 
dalam keadaan yang betul - betul bebas untuk menentukan apa yang 
diinginkan dalam perjanjian. Hal yang demikian, pihak yang memiliki posisi 
lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk 
menentukan klausula - klusula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga 
perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang 
terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, 
karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya 
lebih kuat.63 
Berdasarkan pendapat Ahmadi Miru di atas, maka penentuan 
klausula dalam aplikasi kartu kredit sebagai suatu perjanjian baku dalam 
penerbitan kartu kredit yang kemudian menjadi dasar bagi Bank untuk 
menerbitkan klausula baru pada billing statementnya, menjadi tidak 
mengikat karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf „g‟ Undang-
Undang Perlindungan Konsumen.  
Pencantuman klausula baru dalam billing statement kartu kredit 
tersebut juga bertentangan dengan hukum perjanjian, karena sebelum 
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Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlidungan Konsumen. PT Raja 
Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 118 
63 Ibid. Hlm. 114 
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klausula baru tersebut dicantumkan pada billing statement seharusnya 
disampaikan dan meminta kesepakatan terlebih dahulu kepada konsumen 
sebagai konsekuensi dari hukum perjanjian, dimana lahir dan 
mengikatnya perjanjian tergantung adanya kesepakatan dari kedua belah 
pihak. Sebagaimana definisi perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo 
bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau 
lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua 
pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau 
hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. 
Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan 
dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenakan akibat 
hukum atau sanksi.64 
Menurut Penulis, seharusnya Bank penerbit kartu kredit telah 
menyampaikan beberapa kewajiban tambahan yang akan menjadi 
tanggungan konsumen  pengguna kartu kredit dalam penggunaannya 
sejak dalam proses dan penandatanganan aplikasi kartu kredit tersebut. 
Hal ini penting sebab dalam perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan 
asas kepercayaan 65 , bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian 
dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara 
kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di 
kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak 
mungkin akan diadakan oleh para pihak.  
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 Sudikno Mertokusumo. 1990. Mengenal Hukum. Penerbit Liberty. Yogyakarta. Hlm. 97  
65
 Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Penerbit Alumni. Bandung. 
Hlm. 42 
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Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya 
kepada perjanjian yang telah mempunyai kekuatan mengikat sebagai 
undang-undang.  Selain itu, para pihak juga terikat pada asas persamaan 
hak yang menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada 
perbedaan, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan 
mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain. 
Berdasarkan wawancara dengan Legal Staf pada Bank 
Indonesia 66  bahwa Bank Indonesia, berkaitan dengan pencantuman 
klausula baru dalam tagihan kartu kredit tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada konsumen, pihak Bank Indonesia tidak melakukan 
pengawasan secara teknis karena Bank Indonesia hanya menetapkan 
kebijakan hukumnya dan implementasi kebijakan tersebut secara teknis 
menjadi tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Untuk itu penulis kemudian melakukan wawancara dengan pihak 
OJK67 dan ternyata kedua lembaga tersebut sepertinya saling melempar 
tanggung jawab. Menurutnya, bahwa pihak OJK tidak dapat melakukan 
pengawasan secara langsung dalam arti monitoring terhadap pelaku 
usaha jasa keuangan  termasuk Bank penerbit kartu kredit, karena hal itu 
menjadi kewenangan dari Bank Indonesia.  
Pihak OJK bersifat menerima pengaduan dari konsumen, setelah 
proses validasi aduan dari komsumen, kemudian pihak OJK menyurati 
bank terkait untuk mengevalusai kembali aturan yang bank tersebut 
                                                             
66 Wawancara pada tanggal 9 Februari 2015 di Kantor Bank Indonesia 
67 Kepala Bagian Pengawasan pada  Otoritas Jasa Keuangan, di Bank Indonesia Sulawesi Selatan 
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dikeluhkan oleh konsumen. OJK tidak mempunyai kewenangan lebih 
untuk mengaudit Bank yang mendapat keluhan dari konsumen itu. Selain 
memiliki fungsi tersebut,  sebagai langkah preventif terjadinya perselisihan 
antara pelaku usaha perbankan dan konsumen pengguna kartu kredit, 
OJK melakukan penyuluhan tentang peraturan dan SOP perbankan 
tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang 
diperbolehkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, akibat hukum atas 
pencantuman klausula baru pada billing statement kartu kredit secara 
yuridis formal tidak mengikat konsumen, karena pencantuman klausula 
baru tersebut sejak awal didasarkan pada ketentuan atau perjanjian baku 
yang ditetapkan oleh Bank penerbit kartu kredit yang sudah bertentangan 
dengan undang-undang, dan asas-asas umum perjanjian.  
Oleh karena itu, klausula baru tersebut tidak menimbulkan 
kewajiban hukum kepada konsumen untuk membayar sesuai besarnya 
denda dan/atau biaya administrasi yang telah dibebankan kepada 
konsumen. Namun Bank berpendirian bahwa konsumen tetap harus 
menanggung kewajiban itu, karena telah menandatangani aplikasi kartu 
kredit yang mencantumkan  klausula yang mengikat konsumen setelah 
ditandatangani berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. 
Akibatnya konsumen terikat dan harus tunduk pada klausula tersebut dan 
terpaksa harus memenuhi kewajiban hukum yang timbul dari klausula 
baru tersebut. 
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B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pemegang Kartu 
Kredit atas Klausula Baru dalam Billing Statement 
Perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang kartu kredit 
atas lahirnya suatu klausula baru pada billing statement sebenarnya telah 
diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan itu. Namun berdasarkan hasil penelitian, implementasi 
perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu kredit belum 
terimplementasi dengan baik, disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang 
bersumber dari pihak Bank maupun dari konsumen sendiri. 
Perlindungan hukum terhadap konsumen, dalam hal ini nasabah 
Bank secara umum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
khususnya yang langsung terkait dengan perbankan dan perlindungan 
konsumen. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan memberikan 
perlindungan hukum kepada nasabah atau konsumen dengan 
melaksanakan pengawasan yang berpijak pada undang-undang 
perbankan, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (selanjutnya 
disebut Undang-Undang Perbankan), serta Undang-Undang No. 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selain itu, khusus untuk kartu 
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kredit, secara teknis operasional diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 
tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. 
Perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah Bank 
juga telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahwa 
perlindungan konsumen memberikan jaminan kepastian hukum agar hak - 
hak konsumen terpenuhi serta mencegah tindakan sewenang - wenang 
yang dapat merugikan konsumen.  
Undang - Undang Perbankan telah mengatur tentang 
Pengawasan dan Perlindungan terhadap Nasabah (konsumen) Bank. 
Pasal 29 ayat (1) menentukan bahwa pembinaan dan pengawasan Bank 
dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya untuk memberikan jaminan 
perlindungan hukum kepada nasabah (konsumen) Bank, Pasal 29 ayat (4) 
mengatur bahwa untuk kepentingan nasabah, Bank wajib menyediakan 
informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan 
dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.  
Berkaitan dengan tugas pengawasan dari Bank Indonesia, Pasal 
31 Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa Bank Indonesia 
melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun 
setiap waktu apabila diperlukan. Dengan demikian, Bank dalam 
melakukan aktivitas usahanya senantiasa memeroleh pengawasan dari 
Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan 
perlindungan hukum kepada nasabah (konsumen) Bank.  
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Undang - Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 
(1) ditetapkan bahwa yang dimaksud perlindungan konsumen adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen. Dalam angka (2) ditentukan bahwa 
konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
Perlindungan kepada konsumen pengguna kartu kredit secara 
yuridis formal telah tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut di atas. Bentuk perlindungan hukum terhadap 
konsumen pengguna kartu kredit dapat dilihat pada Tabel 4. 
 Tabel 4 di bawah menggambarkan bahwa secara yuridis formal, 
konsumen pengguna kartu kredit telah memeroleh perlindungan hukum 
yang kuat, bahkan konsumen dapat menolak untuk tidak memenuhi 
kewajiban yang dibebankan kepadanya akibat pencantuman klausula baru 
pada penggunaan kartu kredit.  
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Tabel 4 Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen  
Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Undang-Undang  
No. Jenis 
Perlindungan 
Hukum 
Konsumen 
Kartu Kredit 
 
 
Undang – Undang Perlindungan Konsumen 
(UUPK) & Undang-Undang Perbankan 
 
 
1. 
Proses aplikasi 
kartu kredit 
pada nasabah 
Pasal 9 UUPK, dimana pelaku usaha dilarang 
menawarkan, memromosikan, mengiklankan 
suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar.  
 
 
2. 
Pemberian 
informasi kartu 
kredit pada 
nasabah/konsu
men 
Pasal 7 butir b UUPK , dimana kewajiban pelaku 
usaha adalah memberikan informasi yang benar, 
jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang  
dan/ atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.  
 
Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan 
mengatur bahwa untuk kepentingan nasabah, 
Bank wajib menyediakan informasi mengenai 
kemungkinan timbulnya risiko kerugian 
sehubungan dengan transaksi nasabah yang 
dilakukan melalui Bank.  
 
3. 
Pencantuman 
klausula baru  
Pasal 18 ayat (1) huruf “g” UUPK, dimana pelaku 
usaha dalam menawarkan barang dan / atau 
jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan 
dilarang memuat atau mencantumkan klausula 
baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian, 
apabila menyatakan tunduknya konsumen 
kepada peraturan yang berupa aturan baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan 
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha 
dalam masa konsumen memanfaatkan jasa 
yang dibelinya. 
Sumber: Data sekunder, Diolah, 2015. 
 
Namun berdasarkan hasil penelitian, ternyata perlindungan hukum 
sebagaimana seharusnya diperoleh konsumen berdasarkan ketentuan 
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undang-undang tersebut tidak terwujud dengan baik, sebab pihak Bank 
tetap memaksakan pemenuhan kewajiban konsumen untuk membayar 
denda dan/atau biaya administrasi dan bahkan membebankan 
pembayaran itu pada tagihan bulan berikutnya. Dasar hukum Bank, 
bahwa konsumen telah menandatangani form aplikasi kartu kredit yang 
memuat klausula perjanjian atau ketentuan penggunaan kartu kredit pada 
saat permohonan aplikasi kartu kredit tersebut. 
 Tabel 5 Pendapat Responden atas Informasi Penggunaan 
Kartu Kredit dan Konsekuensi Hukum 
Sumber: Data Primer, Diolah, 2015. 
Berdasarkan hasil data kuesioner yang diolah dalam Tabel 5, 
dapat dilihat khususnya pada proses aplikasi kartu kredit, dari 20 
responden konsumen pengguna kartu kredit, ternyata lebih banyak 
responden, yaitu 17 orang (85 %)  menyatakan bahwa pada tahap pra 
aplikasi kartu kredit mereka lebih banyak memeroleh informasi tentang 
kartu kredit dari aspek keunggulan atau keuntungan dari kartu kredit 
tersebut. 
Informasi Penggunaan Kartu 
Kredit dan Konsekuensi 
Hukumnya 
 
Jumlah 
Responden 
 
Prosentase 
(%) 
 
Dijelaskan  
 
3 15 
Tidak Dijelaskan 
 
17 85 
Jumlah 20 100 
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 Responden tidak memeroleh penjelasan secara langsung tentang 
konsekuensi hukum atas penggunaan kartu kredit, khususnya adanya 
kewajiban tambahan bagi konsumen dalam penggunaan kartu kredit.  
Hanya 3 orang responden (15 %) yang memeroleh penjelasan tentang 
adanya klausula-klausula baru atau tambahan yang akan muncul di 
kemudian hari dalam penggunaan kartu kredit tersebut. Ketika keadaan 
tersebut dikonfirmasi kepada responden secara langsung sebagaimana 
telah diuraikan pada bagian A di atas, bahwa keunggulan atau promosi 
kartu kredit itulah yang menjadi alasan utama dalam memilih kartu kredit. 
Seharusnya, pemberian informasi yang jelas telah menjadi 
kewajiban dari pihak bank penerbit kartu kredit sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. 
Peraturan Bank Indonesia tersebut menegaskan keharusan berpegang 
pada prinsip kehati-hatian yang dilakukan dengan cara penyeragaman 
pola perhitungan bunga kartu kredit, pengenaan biaya denda serta 
kewajiban menyampaikan informasi kepada pemegang kartu. Informasi 
tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah 
dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon 
pemegang kartu. Selain itu penerbit juga menyediakan sarana dan nomor 
telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh 
calon pemegang kartu dan pemegang kartu dalam rangka melakukan 
verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi 
yang disampaikan oleh penerbit. 
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Selanjutnya pada proses aplikasi kartu kredit, responden 
mengakui bahwa pihak Bank menyodorkan form aplikasi setelah 
memromosikan keunggulan dari kartu kredit tersebut. Responden tidak 
memerhatikan ketentuan yang terdapat pada form aplikasinya, karena 
memang tidak dijelaskan oleh pihak Bank. Semua responden (100%) 
mengakui bahwa mereka tidak membaca ketentuan atau perjanjian yang 
tertera pada form aplikasi.  
Setelah mereka memeroleh penjelasan tentang keunggulan kartu 
kredit dan tertarik untuk mengajukan permohonan aplikasi kartu kredit, 
mereka langsung menandatangani form aplikasi tersebut. Ketika penulis 
melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu responden 
untuk memperdalam informasi tersebut, responden68 mengakui bahwa ia 
tidak membaca ketentuan atau persyaratan yang ada pada form kartu 
kredit itu, karena lebih tertarik pada tawaran fasilitas atau promosi dari 
kartu kredit tersebut.  
Responden mengakui bahwa pihak Bank juga tidak memberikan 
penjelasan tentang ketentuan dan syarat yang tercantum pada form 
aplikasi. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf “a” Undang 
Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha mempunyai 
kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.  
Ketentuan Pasal 7 huruf “a” tersebut seharusnya dilaksanakan oleh 
pelaku usaha, baik diminta atau ditanyakan oleh konsumen maupun tidak 
                                                             
68
 Wawancara dengan Ibu A (Nasabah kartu kredit Bank “X”), tanggal 17 Februari 2015. 
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diminta. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara 69, 
bahwa pihak Bank tetap memiliki itikad baik yaitu dengan memberikan 
brosur dan form aplikasi yang berisi ketentuan dan persyaratan. Pihak 
Bank menganggap ketentuan dan persyaratan itu tidak perlu dibacakan 
atau dijelaskan secara detil, karena semuanya telah tertera secara jelas 
dalam brosur atau form aplikasi kartu kredit tersebut.  Dengan demikian, 
ketika calon nasabah (konsumen) telah menandatangani form aplikasi 
kartu kredit tersebut, pihak Bank menganggap calon nasabah (konsumen) 
telah mengetahui dan memahami hal tersebut. Pendapat yang sama juga 
dikemukakan 70 , bahwa Bank mengganggap tidak perlu menjelaskan 
secara detil tentang ketentuan dan persyaratan yang ada pada form 
aplikasinya, karena Bank menganggap calon nasabah (konsumen) itulah 
yang harus mengetahuinya. 
Pendapat dari kedua narasumber tersebut tentunya bertentangan 
dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, khususnya pemberian informasi yang benar dan 
jelas atas produk yang ditawarkan kepada konsumen sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 7 huruf “b” bahwa pelaku usaha berkewajiban 
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan. 
                                                             
69
 Wawancara tanggal 23 Februari 2015 Pimpinan Regional Credit Card (RCC) Wilayah 
Sulawesi dan Maluku bersama dengan Marketing Officer Consumer Cards Group Bank 
“Y” di Kantor PT Bank “Y”. 
70
 Wawancara hari Jumat, 27 Maret 2015 oleh Regional Cards & Loans Risk & Operation 
Manager Bank “X” di Kantor Bank “X”. 
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Selanjutnya berkaitan dengan pencantuman klausula baru pada 
billing statement oleh Bank penerbit kartu kredit telah diatur dalam Pasal 
18 ayat (1) huruf “g” dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf “g” mengatur bahwa: 
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila: 
“g”. menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan 
yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya.”  
 
Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) menentukan bahwa pelaku usaha 
dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya 
sulit dimengerti. Pasal 18 ayat (3) kemudian memberikan penegasan 
bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut jika dihubungkan 
dengan pencantuman klausula baru pada billing statement yang 
membebankan kewajiban pembayaran denda dan/atau biaya administrasi 
kepada pengguna kartu kredit yang melakukan percepatan pembayaran 
dan/atau kewajiban lainnya berkaitan dengan penggunaan kartu kredit 
tersebut, jika melanggar ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) maka 
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klausula tersebut menjadi batal demi hukum sehingga secara hukum tidak 
lagi mengikat konsumen.  
Dengan demikian, maka sebenarnya konsumen telah memeroleh 
perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 
dapat mengajukan penolakan untuk memenuhi kewajiban yang 
dibebankan secara sepihak oleh pihak Bank atas adanya klausula baru 
atau tambahan pada billing statement sebagaimana ditetapkan dalam 
Pasal 18 ayat (1) huruf “g” di atas. Apalagi jika dalih Bank dalam 
pencantuman klausula baru tersebut didasarkan pada adanya ketentuan 
dan persyaratan yang tertera dalam form aplikasi kartu kredit sementara 
ketentuan dan persyaratan itu sulit terlihat atau terbaca oleh konsumen 
sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (2), maka konsumen dapat 
menghindar dari kewajibannya karena sebenarnya klausula itu telah batal 
demi hukum atau kewajiban itu dianggap tidak pernah ada.  
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf “g” di atas jika 
dicermati Bagian Perjanjian dan Ketentuan Pemegang Kartu Kredit atau 
Credit “X” Visa pada form aplikasinya, ternyata terdapat ketentuan yaitu 
pada Pasal 14 tentang Lain-lain, yaitu: “Bank berhak untuk 
mengubah/menambah perjanjian dan ketentuan, dan 
perubahan/penambahan tersebut mulai mengikat sejak saat diadakannya 
perubahan dengan pemberitahuan kepada pemegang kartu dalam bentuk 
dan sarana apapun”. 
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Walaupun telah ada ketentuan undang-undang yang memberikan 
perlindungan kepada konsumen seperti itu, ternyata konsumen sama 
sekali tidak pernah mengetahui adanya ketentuan yang memberikan 
perlindungan hukum kepada mereka.  
Penulis juga menanyakan kepada 20 responden  melalui kuesioner, 
apakah responden mengetahui atau memahami tentang adanya 
ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pemegang kartu 
kredit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini. 
Tabel 6 Pendapat Responden tentang Perlindungan Hukum dalam  
Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Sumber: Data Primer, Diolah, 2015. 
Terdapat 20 responden, ternyata semuanya (100 %) tidak 
mengetahui ketentuan yang ada dalam Pasal 18 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. Bahkan di antara 20 responden tersebut 
terdapat 3 (tiga) orang Doktor Hukum, namun mereka mengaku tidak 
mengetahui adanya ketentuan dalam Pasal 18 itu, karena memang tidak 
pernah mendengar dan membaca ketentuan itu.  
No. Pendapat Responden Jumlah 
Responden 
Prosentase 
(%) 
 
1. Mengetahui & Memahami 
 
0 0 
 
2. 
 
Tidak Mengatahui & Tidak 
Memahami 
 
 
20 
 
100 
 Jumlah 20 100 
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Ketika ditanyakan kepada responden apakah responden akan 
melakukan tuntutan atau klaim kepada Bank penerbit kartu kredit setelah 
mengetahui  adanya pembebanan kewajiban atau kerugian yang timbul 
atas pencantuman klausula baru tersebut, ternyata sebagian besar tidak 
akan melakukan tuntutan atau klaim kepada Bank.  Alasan responden 
lebih pada kesibukan dan waktu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dapat 
Tabel 7. 
Tabel 7 Pendapat Responden tentang Penggunaan Hak Konsumen 
atas Pembebanan Kewajiban atas Klausula Baru 
No. Pendapat Responden Jumlah 
Responden 
Prosentase 
(%) 
 
1. Akan Melakukan Tuntutan 
 
2 10 
2. Tidak Akan Melakukan 
Tuntutan 
 
18 90 
 Jumlah 20 100 
Sumber: Data Primer, Diolah, 2015. 
Data pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dari 20 (dua puluh) 
responden yang diwawancarai, ternyata sebagian besar (18 orang) atau 
90% bersikap apatis dan menyatakan tidak akan melakukan tuntutan. 
Hanya 2 (dua) orang atau 10% yang akan melakukan tuntutan atau 
konfrimasi kepada Bank. Responden menganggap bahwa jika melakukan 
tuntan, maka proses yang harus ditempuh akan lebih panjang dan dapat 
menimbulkan kerugian yang lebih besar dari nominal yang dikenakan oleh 
Bank tersebut, seperti kerugian ekonomi serta fisik karena harus 
mengalokasikan waktu untuk melakukan proses penuntutan hukum. Oleh 
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karena itu dari 20 (dua puluh) responden yang diajukan kuesioner,  18 
(delapan belas) orang atau 90% (sembilan puluh persen) konsumen lebih 
banyak bersikap apatis, sehingga bukan tidak mungkin keadaan yang 
demikian dapat dimanfaatkan oleh Bank. Apalagi Bank senantiasa 
berlindung pada perjanjian dan ketentuan  baku yang telah 
dirumuskannya sendiri secara sepihak yang ternyata dapat menjerat 
konsumen jika konsumen tidak meneliti secara cermat apa yang menjadi 
hak dan kewajiban konsumen yang telah ditetapkan secara baku tersebut.  
Bank juga beralasan, bahwa perlindungan terhadap konsumen 
pemegang kartu kredit hanya sebatas apabila konsumen meminta 
informasi dan/atau konsfirmasi atas produk dari bank tersebut, padahal 
pengetahuan konsumen sangat terbatas tentang hal itu. Selain itu, 
konsumen atau nasabah berada pada posisi yang kadang tidak 
menguntungkan atau terdesak akan kebutuhan atau keinginan untuk 
memeroleh kartu kredit sehingga tidak memperdulikan isi perjanjian atau 
ketentuan yang disodorkan oleh pihak Bank.  
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) di atas, penulis 
kemudian mencermati form aplikasi kartu kredit dari Credit “X” Visa, 
ternyata pada bagian Perjanjian dan Ketentuan Pemegang Credit “X” Visa 
diuraikan dengan menggunakan huruf yang sangat kecil dan sulit terbaca. 
Ketika hal ini dikonfirmasikan  kepada responden dengan menunjukkan 
form aplikasi kartu kredit yang memuat Perjanjian dan Ketentuan 
Pemegang Credit “X” Visa, salah seorang responden pemegang Credit “X” 
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Visa 71  mengakui bahwa ia tidak tertarik membaca ketentuan dan 
perjanjian atau persyaratan dalam form aplikasi tersebut karena hurufnya 
sangat kecil sehingga sulit terbaca. Apalagi sejak semula ia bermohon 
Credit “X” Visa tersebut hanya karena tertarik pada diskon yang besar 
pada produk makanan dan produk lainnya, sehingga cenderung 
mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam form aplikasinya. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan 
bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu kredit 
atas pencantuman klausula baru pada billing statement secara yuridis 
formal sangat kuat, namun konsumen sendiri yang tidak mengetahui dan 
memahami ketentuan hukum tersebut dan bersikap apatis terhadap 
perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh. Pada sisi yang lain, 
pihak Bank juga tidak memberikan penjelasan secara detil tentang isi dari 
perjanjian dan ketentuan dalam aplikasi kartu kredit tersebut, dengan 
alasan pihak Bank sudah menyerahkan form aplikasi atau brosur, dan 
lebih fokus memberikan promosi atau keunggulan dari kartu kredit yang 
dipasarkannya. 
 
 
 
 
 
                                                             
71
 Wawancara dengan Ibu  “B”, pada tanggal 17 Fabruari 2015. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terkait pencantuman klausula baru 
pada billing statement kartu kredit, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1.  Akibat hukum atas pencantuman klausula baru pada billing statement 
kartu kredit secara yuridis formal tidak mengikat konsumen, karena 
pencantuman klausula baru tersebut sejak awal didasarkan pada 
perjanjian dan ketentuan baku yang ditetapkan oleh Bank penerbit 
kartu kredit yang sudah bertentangan dengan undang-undang, dan 
asas-asas umum perjanjian. Oleh karena itu, klausula baru tersebut 
tidak menimbulkan kewajiban hukum kepada konsumen untuk 
membayar sesuai besarnya denda dan/atau biaya administrasi yang 
telah dibebankan kepada konsumen. Namun Bank berpendirian bahwa 
konsumen tetap harus menanggung kewajiban itu, karena telah 
menandatangani aplikasi kartu kredit yang mencantumkan  klausula 
yang mengikat konsumen setelah ditandatangani berdasarkan 
ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Akibatnya konsumen terikat dan 
harus tunduk pada klausula tersebut dan terpaksa harus memenuhi 
kewajiban hukum yang timbul dari klausula baru itu.   
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu kredit atas 
pencantuman klausula baru pada billing statement secara yuridis 
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formal sangat kuat, karena tegas dinyatakan dalam peraturan 
perundang-undangan. Namun konsumen tidak mengetahui dan 
memahami ketentuan hukum tersebut dan bersikap apatis terhadap 
perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh. Pada sisi lain, pihak 
Bank juga tidak memberikan penjelasan secara detil tentang isi dari 
perjanjian dan ketentuan dalam aplikasi kartu kredit tersebut, karena 
lebih fokus memberikan promosi atau keunggulan dari kartu kredit 
yang dipasarkannya. Dengan demikian, maka  konsumen pada 
prinsipnya dapat mengajukan claim atau tuntutan untuk menghindar 
dari kewajiban yang dibebankan oleh bank . 
 
B. Saran 
1. Bank penerbit kartu kredit harus memperbaiki perjanjian dan 
ketentuan dalam aplikasi penerbitan kartu kredit agar klausula yang 
ditetapkan secara baku tidak menimbulkan kerugian kepada 
konsumen. Bank juga harus menyampaikan dan menjelaskan secara 
detil hak dan kewajiban hukum konsumen dalam perjanjian baku 
tersebut, serta kemungkinan  risiko yang akan timbul pada konsumen 
semasa menikmati layanan atau fasilitas dari Bank selaku pelaku 
usaha . 
2. Nasabah atau Konsumen harusnya bersikap lebih cermat dan pro aktif 
untuk mengatahui hak yang seharusnya diperoleh, tidak hanya 
menunggu itikad baik dari Pelaku Usaha untuk menjelaskan prosedur 
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penggunaan jasa atau suatu produk tetapi lebih aktif untuk 
menyuarakan dan menanyakan hak dan kewajibannya selaku 
konsumen sebelum menggunakan jasa atau suatu produk, sehingga 
apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara Pelaku Usaha,  
Nasabah atau Konsumen dipastikan paham tentang apa yang harus ia 
lakukan.  
3. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan seharusnya 
menetapkan kewajiban kepada Bank untuk melakukan sosialisasi 
secara intensif kepada masyarakat secara luas berkaitan dengan 
setiap produk untuk memberikan pemahaman atas hak-hak konsumen 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
itu, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik secara 
langsung maupun melalui media massa atau dalam bentuk brosur 
yang lebih mudah terbaca oleh konsumen. 
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